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PERNYATAAN KEMBALI KEPUTUSAN RAPAT
“PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk"
Nomor 107.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 30 (tiga puluh)} Oktober ---
2024 (dua ribu dua puluh empat), mulai pukul 14.20 WIB ----
(empat belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat) -
sampai dengan selesainya proses pembuatan akta ini. -------

Menghadap saya, SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO Sarjana —--
Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Surabaya, ----——---
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama dan identitasnya akan -
disebut pada bagian akhir akta ini dan yang saya, notaris,-

e ) o R e R e e e R R S S R S R e e e S B S e o

1. tuan BUSRUL IMAN Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, --
. Akuntan, lahir di Surabaya, pada tanggal 01 (satu) -----
Februari 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat),-
Warga Negara Indonesia, karyawan Badan Usaha Milik -----
Negara, bertempat tinggal di Kota Malang, Kecamatan ----
Lowokwaru, Kelurahan Jatimulyo, Jalan Puncak Cengkeh ---
nomor 10, Rukun Warga 010, Rukun Tetangga 001, untuk ---
saat ini berada di Surabaya, pemegang Kartu Tanda ------

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -—-————————===

S5ASE501 02 A0 B mEsse s e s s s R R S s S S e e R e
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -

Isebagai Direktur Utama Perserocan ; —-———————————

2. tuan EDI MASRIANTO, lahir di Lumajaﬁg, pada tanggal 31 -
(tiga puluh satu) Maret 1964 (seribu sembilan ratus enam
puluh empat), Warga Negara Indonesia, karyawan Badan ---
Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Jakarta -------
Selatan, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Cipete Selatan, -

Jalan Simaskot nomor 12, Rukun Warga 006, Rukun ---------




o

Tetangga 007, untuk saal ini berada di Surabaya ; —---—-—- -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----—--
Kependudukan : 3174063103640004 ; ———-——=———— o
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
sebagal Direktur Keuangan, Treasury & Global ——---
Services Perseroan ; —-—-—-—-———-==mmmem oo
tuan EKO SUSETYONO, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 -
(satu) Mei 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima),
Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), —----
bertempat tinggal di Kota Depok, Kecamatan Beji, ----——-
Kelurahan Beji Timur, Jalan Urea T Blok I nomor 1, —-----
Rukun Warga 005, Rukun Tetangga 006, untuk saat ini --—--
berada di Surabaya ; pemegang Kartu Tanda Penduduk --—--

dengan Nomor Induk Kependudukan : 3276060105650005 ; —--

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak —--—-—--

sebagai Direktur Manajemen Risiko Perserocan ; ------
tuan ZULHELFI ABIDIN, lahir di Bukittinggi, pada —-------
tanggal 0l (satu) Januari 1962 (seribu sembilan ratus --
enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, karyawan Badan-
Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Jakarta -------
Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Rawajati, —-------
Komplek Kalibata Indah Jalan Durian Blok E3, Rukun Warga
006, Rukun Tetangga 004, untuk saat ini berada di ------

Surabaya ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -

Induk Kependudukan : 3276010101620019 ; ————————mmmmme—-
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
sebagai Direktur IT & Digital Perseroan ; --—-—-—-—

tuan ARIF SUHIRMAN, lahir di Kediri, pada tanggal 11 ---

sebelas) Oktober 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh-

enam}, Warga Negara Indonesia, karyawan Badan Usaha —----
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Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Hogor, ---

Kecamatan Kota Bogor Barat, Kelurahan Cilendek Timur, --
Jalan Yasmin Raya nomor 113, Rukun Warga 009, Rukun ----
Tetangga 006, untuk saat ini berada di Surabaya ; ------

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -------

Kependudukan : 327104111066000% ¢ m=s=rrersmmsrmmrssmsrsnss
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
sebagai Direktur Operasi Perseroan ; ------—=-=---

6. nyonya UMI RODIYAH, lahir di Probolinggo, pada tanggal --
02 (dua) Maret 1966(seribu sembilan ratus enam puluh ----
enam), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, —--——---—----=
bertempat tinggal di Kota Probolinggo, Kecamatan --------
Kanigaran, Kelurahan Kebonsari Kulon, Jalan Pahlawan GG.-
IV nomor 53, Rukun Warga 014, Rukun Tetangga 003, untuk -
saat ini berada di Surabaya ; pemegang Kartu Tanda ------
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : ------—--------

3574044203660001 ; ==mmmmmmmmmmm

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --

sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan ; --------
| menurut keterangan mereka dalam hal ini masing-masing -----
bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas, yang -------
bersama-sama mewakili Direksi dari Perserocan terbatas -----
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk atau disebut juga
PT BANK JATIM, berkedudukan di Surabaya, suatu Perseroan --
yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, ------
sebagaimana ternyata dari Akta Pendirian, tanggal 01 (satu)
Mei 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) --
nomor 1, dibuat di hadapan Raden SONNY HIDAYAT JULISTYO, --
Sarjana Hukum, pada waktu itu notaris di Surabaya dan yang-

Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam ---
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rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Republik Indoncsia-
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Ferseroan ----
Terbatas, sebagaimana ternyata dalam akta Penegasan -------
Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK ---------
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, tanggal 30 (tiga puluh) ----
Desember 2008 (dua ribu delapan) nomor 38, dibuat di ------
hadapan UNTUNG DARNOSOEWIRJO Sarjana Hukum, pada waktu itu-
notaris di Surabaya ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta -
tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan ------
keputusannya tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2009 (dua --
ribu sembilan) nomor : AHU-15113.AH.01.02 Tahun 2009, -----
bertalaan dengan: aktasakta i S sssssrastaREsm s o mmm

- Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Perseroan Terbatas PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR-
tanggal 25 (dua puluh lima) April 2012 (dua ribu dua ----
belas) nomor 89, dibuat di hadapan FATHIAH HELMI Sarjana-
Hukum, notaris di Jakarta ; perubahan Anggaran Dasar ----
dalam akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
berdasarkan keputusannya tanggal 30 (tiga puluh) April --

2012 (dua ribu dua belas) nomor ! —--coSssso—ssmo——oo——==

ARQU-22728.AH.01.02,TABUN 2012 j —r-r—mrmrrr=m————==—m=ae
- sedangkan Anggaran Dasar yang telah diubah dalam rangka

penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor
32/POJK.04/2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----
nomor 33/POJK.04/2014 serta peraturan peraturan lainnya -
dalam ketentuan Pasar Modal, dan berikut dengan segenap -
perubahan daripadanya sebagaimana termuat dalam Berita --

Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku




2014 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk tanggal 08
(delapan) April 2015 (dua ribu lima belas) nomor 23, ----
dibuat oleh BAMBANG HERU DJUWITO Sarjana Hukum, Magister-
Hukum, notaris di Kota Surabaya ; perubahan Anggaran —----
Dasa; dalam akta tersebut telah diterima dan dicatat ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan ----
suratnya tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2015 (dua ---
ribu lima belas) nemor s seoscrssscm—moimsiis s s S e
BHU=AH:01:03=0927645 3§ =mrsssess—eam e e e e s e e o=
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan ---
Tahun Buku 2015 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Thbk
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 2016 (dua ribu --
enam belas) nomor 97, dibuat oleh BAMBANG HERU DJUWITO --
Sarjana Hukum, Magister Hukum tersebut ; --—--——---—-------
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa-
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk tanggal 24 ----
(dua puluh empat) Juni 2016 (dua ribu enam belas) nomor -
103, dibuat oleh BAMBANG HERU DJUWITO Sarjana Hukum, ----
Magister Hukum tersebut ; perubahan data dalam akta -----
tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem --—-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal -
28 (dua puluh delapan) Juni 2016 (dua ribu enam belas) --
nomor : AHU-AH.01.03-0061715 ; ------ S
Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 21 (dua puluh satu) --
Desember 2016 (dua ribu enam belas) nomor 39, dibuat di -
hadapan BAMBANG HERU DJUWITO Sarjana Hukum, Magister ----
Hukum tersebut ; perubahan data dalam akta tersebut ----

telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi ----




Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 03 (tiga)
Januari 2017 {(dua ribu tujuh belas) nomor : --—-—---———--—-

AHU-AH.01.03-0000508 ; —==========mm oo

- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH ---
JAWA TIMUR Tbk tanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2017 -
(dua ribu tujuh belas) nomor 35, dibuat di hadapan SITI -
NURUL YULIAMI Sarjana Hukum, Magister kenotariatan, —————
notaris di Surabaya ; perubahan Anggaran Dasar dalam —----
akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem ---
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal -
26 (dua puluh enam) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas) -

nomor : :AHU=AR:01503=0035197  =eommmrsrersrmemssrmmmmmens

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan ---
Tahun Buku 2016 “PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR --
Tbk” tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari 2017 (dua ribu

tujuh belas) nomor 51, dibuat oleh SITI NURUL YULIAMI ---

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut ; ------——-
- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH ---
JAWA TIMUR Tbk tanggal 19 (sembilan belas) April 2017 ---
(dua ribu tujuh belas) neomor 53, dibuat di hadapan SITI -
NURUL YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan ------
tersebut ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta tersebut -
telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi ----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 16 (enam-

belas) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor : —--———————-—-

AHU-AH.01.03-0136291 ; ====m==mmmmmmmmm e e

‘ - Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -------
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(RUPSLB) PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk Tahun-
|
2017 tanggal 15 (lima belas) Juni 2017 (dua ribu tujuh --

belas) nomor 43, dibuat oleh SITI NURUL YULIAMI Sarjana -

Hukum, Magister Kenotariatan tersebut ; --———------—-————-
- Pernyataan Keputusan Rapat PTIBANK PEMBANGUNAN DAERAH ---
JAWA TIMUR Tbk tanggal 13 (tiga belas) Juli 2017 (dua ---
ribu tujuh belas) nomor 22, dibuat di hadapan SITI NURUL-
YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut ; -
perubahan Anggaran Dasar dalam akta tersebut telah --—---
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ----
i Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 18 (delapan belas)

Juli 2017 {(dua ribu tujuh belas) nomor : --—-=-——--——=————--

AHU=AH:01:03=0153694 3 w=osssrsranss st s e s s e e
- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH ---
JAWA TIMUR Tbk tanggal 12 {dua belas) Oktober 2017 (dua -
ribu tujuh belas) nomor 19, dibuat di hadapan SITI NURUL-
YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut ; -
| perubahan Anggaran Dasar dalam akta tersebut telah ------
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 19 (sembilan -----

belas) Oktober 2017 {(dua ribu tujuh belas) nomor : ------

AHEF=AH, 01 5=0T804 ()] & Seeasstmenm e mein i s e e
- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH ---
JAWA TIMUR Tbk tanggal 20 (dua puluh) Oktober 2017 (dua -
| ribu tujuh belas) nomor 37, dibuat di hadapan SITI NURUL-
| YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut ; -
perubahan data dalam akta tersebut telah diterima dan ---

dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian




Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

berdasarkan suratnya tanggal 24 (dua puluh empat) Oktober
2017 (dua ribu tujuh belas) nomor : -———=—===——————————————
AHU=BH01:03~-018B3643 3§ =rem—-orscce s m s s P R T TR AN T
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -------
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk tanggal 06 --——-
(enam) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor 09, ---
dibuat oleh ANITA ANGGAWIDJAJA Sarjana Hukum, notaris di-
Surabaya. ¢ sEs S n e s s e e e I L e
Pernyataan Keputusan Rapat P71 BANK PEMBANGUNAN DAERAH ---
JAWA TIMUR Tbk tanggal 09 (sembilan) Januari 2018 (dua —-
ribu delapan belas) nomor 16, dibuat di hadapan SITI ----
NURUL YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan —------
tersebut ; perubahan data dalam akta tersebut telah -----
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 12 (dua belas) ---
Januari 2018 (dua ribu delapan belas) nomor : --—-=—==——=——==
BHU=AH- 015 03~0011756 3 me=cersmsmeessssesssssmmsSre s Smm s s
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan ---
Tahun Buku 2017 “PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR --
Thk” tanggal 20 (dua puluh) Februari 2018 (dua ribu -----
delapan belas) nomor 22, dibuat oleh SITI NURUL YULIAMI -
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut ; ---------
Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH ---
JAWA TIMUR Tbk tanggal 15 (lima belas) Mei 2018 (dua ribu
delapan belas) nomor 30, dibuat di hadapan SITI NURUL ---
YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut ; -
perubahan Anggaran Dasar dalam akta tersebut telah ------

diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ----

K
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Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 22 (dua puluh dua)
Mei 2018 (dua ribu delapan belas) nomor : ---————-——————-—
AHU=AH 01:03=0208195: 3 =mrm—crercsro-scon ST
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa e
“PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk” tanggal 26 --
(dua puluh enam) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) nomor
47, vyang saya, notaris, buat ; ------------—m—————m——— -
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
“PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk” tanggal 24 --
(dua puluh empat) Juli 2018 (dua ribu delapan belas) ----
nomor 92, dibuat di hadapan saya, notaris ; perubahan ---
Anggaran Dasar dalam akta tersebut telah diterima dan ---
dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----------
berdasarkan suratnya tanggal 26 (dua puluh enam) Juli ---
2018 (dua ribu delapan belas) nomor : --——————————————-===
AHD-AH. 01030226225 | mmmro-smoremmen s r e a s s
Penegasan Keputusan Rapat “PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH ---
JAWA TIMUR Tbk" tanggal 19 (sembilan belas) September ---
2018 (dua ribu delapan belas) nomor 48, dibuat di hadapan
saya, notaris ; perubahan data dalam akta tersebut telah-
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia berdasarkan suratnya tanggél 08 (delapan) -----
Oktober 2018 (dua ribu delapan belas) nomor : ———-—--==-=--
BHU=RH 00, B3=0250152 o soosansersso s aniiin ottt e s e i
Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "“PT BANK PEMBANGUNAN -
DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tangga; 09 (sembilan) November ---

2018 (dua ribu delapan belas) nomor 36, dibuat di hadapan




Saya, notaris ; perubahan data dalam akta tersebut telah-
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --

Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 16 (enam belas) --
| November 2018 (dua ribu delapan belas) nomor : =——-—-—====-=
AHU~AH.01.03-0265241 ; ——==—cmmmmm
Pernyataan Kembali Keputusan Rapat “PT BANK PEMBANGUNAN -
DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 04 (empat) Desember 2018 -
(dua ribu delapan belas) nomor 10, dibuat di hadapan ----
saya, notaris ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta —----
tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem —-—----—-—-
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia tanggal 18 (delapan belas) ---
Desember 2018 (dua ribu delapan belas) nomor : =—-—=--—=—-—=---
SHUSAR 0L OFS02TEOTE 5 irniimim oo oo s s o s i
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku
2018 "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal-
26 April 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor 99, vyang --
saya, notaris buat ; perubahan data dalam akta tersebut -
telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi —---—-
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 22 (dua-
puluh dua) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor : —-
AHU-AH.01.03-0271422 ; === =
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ------—
“PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk” tanggal 19 -
(sembilan belas) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) ---
nomor 21, yang saya, notaris, buat ; perubahan data ----
dalam akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam —--

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan —--




— ersesas s = - PR— e

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan —-------

suratnya tanggal 05 (lima) Juli 2019 (dua ribu sembilan-

belas) nomer @ AHU=AH:01.03=0294461 ; -—vos-roo—szosaoss
- Pernyataan Kembali Keputusan Rapat “PT BANK PEMBANGUNAN-
DAERAH JAWA TIMUR Thk" tanggal 15 (lima belas) Juli ----
2019 (dua ribu sembilan belas) nomor 60, dibuat di -----
hadapan saya, notaris ; perubahan Anggaran Dasar dalam -
akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal-
29 (dua puluh sembilan]) Juli 2019 (dua ribu sembilan ----
belas) nomor : AHU=AH.01.03=0305218 ; s—so—w—e—msemammen
- Pernyataan Kembali Keputusan Rapat “PT BANK PEMBANGUNAN -
DAERAH JAWA TIMUR Thk" tanggal 22 (dua puluh dua) Oktober
2019 (dua ribu sembilan belas) nomor 75, dibuat di ------
hadapan saya, notaris ; perubahan Anggaran Dasar dalam --
akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem ---
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal -
05 (lima) November 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor
AHU-AH.01.03-0355414 ; ==----—— oo m e
- Pernyataan Kembali Keputusan Rapat “PT BANK PEMBANGUNAN -
DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 07 (tujuh) November 2019 -
(dua ribu sembilan belas) nomor 23, dibuat di hadapan ---
saya, notaris ; perubahan data dalam akta tersebut telah
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 22 (dua puluh dua)
November 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor : ———=-——=--

AHU-AH.01.03-0363570 ; —————==—==—=====————m e




Pernyataan Kemball Keputusan Rapat “PT BANK PEMBANGUNAN

DAERAH JAWA TIMUR Tbhbk" tanggal 22 (dua puluh dua) April -
2020 (dua ribu dua puluh} nomor 55, dibuat di hadapan ---
saya, notaris ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta ---—--
tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem --——-———=
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal -
23 (dua puluh tiga) April 2020 (dua ribu dua puluh) -----
ABNOT § ——smsms s e e oo o emmo ST Em ST TS S EE T
AHUSARIOL 0350187647 3 —=es=omsmrmmesmmests
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku
2019 "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal-
24 (dua puluh empat) April 2020 (dua ribu dua puluh) ----
nomor 67, yang saya, notaris buat ; —----TTTTTTTTTTTTTTTOT
Pernyataan Kembali Keputusan Rapat “PT BANK PEMBANGUNAN -
DAERAH JAWA TIMUR Tbk” tanggal 20 (duapuluh) Mei 2020 ---=
(dua ribu dua puluh) nomor 175, dibuat di hadapan saya, -
notaris ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta tersebut --
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusannya
tanggal 16 (enam belas) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) --
nomor : AHU-0040960.AH.01.02.TAHUN 2020 ; ==m=-oomos=moms
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa —-—-———~
"pT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 23 --
(dua puluh tiga) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) nomor 94,
yang saya, notaris buat ; perubahan data dalam akta --==-
tersebut telah diterima dan dicatat dalam SiisEam Sesssss
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal -

09 (sembilan) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh} nomor : -




| AHU-AH.01.03-0336566 ; ——————===——=—————mm e mmm

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku
2020 "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal-
03 (tiga) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor 01,

yary Ssaydy mokarisiblat | conmrnssnsmsss s n e s e s TR

- Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN

DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei
2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor 95, dibuat di ------
hadapan saya, notaris ; perubahan Anggaran Dasar dalam --
akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem ---

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-

Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal
21 (dua puluh satu) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) -

nomor : AHU-AH.01.03-0387989 ; —-—-=————m-—mmmmmmmmm

!

- Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei -
2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor 96, dibuat di ------
hadapan saya, notaris ; perubahan data dalam akta -------
tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem --------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal -

21 (dua puluh satu) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) -

nomor : AHU-AH.01.03-0387727 ; ——=——————mmmmm e
\ - Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku
2021 "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Thk" tanggal-
17 (tujuh belas) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua) ----
nomor: 51, yang 'gaya, nokartis buglt ;| —rssssmseamsiiasmnnss s
- Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT BANK ---
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 07 (tujuh) ---

Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) nomor 23, yang ---




saya, notaris buat ; pemberitahuan perubahan data dalam -
akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem ---
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal -
16 (enam belas) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) --
nomor i AHU=AH; 0lp09=0087527] § smoscosossssosommmnmnemnny
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022
"PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 12 --
(dua belas) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor --
25, yang saya, notaris, buat ; perubahan data dalam akta-
tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem --------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ------
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya ---
tanggal 08 (delapan) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -
nomor : AHU-AH.01.09-0115106 ; --—-——-——--—"———————————————-
Pernyataan Kembali Keputusan Rapat “PT BANK PEMBANGUNAN -
DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 09 (sembilan) Mei 2023 ---
(dua ribu dua puluh tiga) nomor 15, dibuat di hadapan, --
saya, notaris ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta -----
tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan ----
keputusannya tanggal 15 (lima belas) Mei 2023 (dua ribu -
dua puluh tiga) nomor : AHU-0026675.AH.01.02.TAHUN 2023, -
serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem ——-—==-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ------
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya ---
tanggal 15 (lima belas) Mei 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga) nomor: : AHU-AH:01:03-0063607 4 =—rrommesssscssTnsmons
Pernyataan Kembali Keputusan Rapat “PT BANK PEMBANGUNAN -

DAERAH JRAWA TIMUR Tbk" tanggal 14 (empat belas) Juli 2023




{dua ribu dua puluh tiga) nomor 39, dibuat di hadapan ---
saya, notaris ; perubahan data dalam akta tersebut telah-
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan —----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 26 (dua puluh ----
enam) Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor : -------
AHU-AH.01.09-0144455 ; ——————-———————mm e
Pernyataan Kembali Keputusan Rapat “PT BANK PEMBANGUNAN -
DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 06 (enam) November 2023 --
(dua ribu dua puluh tiga) nomor 24, dibuat di hadapan ---
saya, notaris ; perubahan data dalam akta tersebut telah-
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 09 (sembilan) ----
November 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor : —--—---—---
BHU=AH: 01 :09-0183458 { =se-resmrm-oossrsorsT s E T E T
Pernyataan Kembali Keputusan Rapat “PT BANK PEMBANGUNAN -
DAERAH JAWA TIMUR Thk" tanggal 22 (dua puluh dua) -------
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor 81, dibuat-
di hadapan saya, notaris ; perubahan data dalam akta ----
tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem --—-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal -
27 {(dua puluh tujuh) Desember 2023 (dua ribu dua puluh --
tiga) nomor : AHU=AH.01.09=0200548 ; ====s——m—sssmmnams
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023
"PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 07 --
(tujuh) Februari 2024 (dua ribu dua puluh empat) nomor --
10, yang saya, notaris, buat ; perubahan data dalam akta-

tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem ----——--




Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---—---
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya ---

tanggal 23 (dua puluh tiga) Februari 2024 (dua ribu dua -

1 puluh empat) nomor : AHU-AH.01.09-0077283 ; --—=r==--==——-
- Pernyataan Kembali Keputusan Rapat “PT BANK PEMBANGUNAN -
DAERAH JAWA TIMUR Thk" tanggal 31 (tiga puluh satu) Juli-
2024 (dua ribu dua puluh empat) nomor 164, dibuat di ----
hadapan saya, notaris ; perubahan data dalam akta ------—-
tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem -—-------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal -
08 (delapan) Agustus 2024 (dua ribu dua puluh empat) ----
nomer: : AHU=-BH.01:09-0237282 ; =rocrermemsmmmmn i nr s
- Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT BANK ---
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 26 (dua puluh-

enam) September 2024 (dua ribu dua puluh empat) nomor 59,

yang dibuat di hadapan saya, notaris ; —--—====-===-=—-=———-—
untuk selanjutnya dalam akta ini disebut “Perseroan”. ------
Para penghadap saya, notaris, kenal. —--—-—====—---=-=——————
Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas ---
menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini : ---——=-——-————-

bahwa sebagaimana ternyata dari akta Risalah Rapat Umum -

Pemegang Saham Luar Biasa "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA

1

TIMUR Tbk" tanggal 26 (dua puluh enam) September 2024 (dua
ribu dua puluh empat) nomor 59, yang saya, notaris buat, ---
telah diambil keputusan pada Mata Acara Pertama, yaitu : ---

“]1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -
yvang disesuaikan dengan POJK No. 12 Tahun 2023-
Tentang Unit Usaha Syariah, yaitu : -----=------

- Pasal 16 ayat 1 tentang Tugas & Wewenang --—-




Direksi 1 ———ommm e
Direksi bertanggung jawab penuh atas --------

pelaksanaan kepengurusan Perseroan dan ------

pengembangan Unit Usaha Syariah. ------=-----
- Pasal 19 ayat 2 point D tentang Tugas & —----
Wewenang Dewan Komisaris : ——==-==—=-—————————
Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan --
pengembangan Persercan serta pengembangan ---

Unit Usahs Syakiah,, Seossssssstanannsnansie s

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi --
untuk melakukan tindak lanjut yang diperlukan -
atas perubahan Anggaran Dasar termasuk --------
pemberitahuan kepada pihak yang berwenang -----
sebagaimana peraturan perundang-undangan yang -

berlaku.” ; ====—=m——e—c e

bahwa berdasarkan keputusan dalam Rapat tersebut di -----

atas, Direksi telah diberi kuasa dan wewenang untuk -—--------

melakukan tindak lanjut yang diperlukan atas perubahan -----
Anggaran Dasar termasuk pemberitahuan kepada pihak yang —---
berwenang sebagaimana peraturan perundang-undangan yang --—-
berlaku ; -————————— - ————,———— e
bahwa para penghadap masing-masing dalam kedudukannya --
tersebut di atas, saat ini hendak menyusun dan menyatakan -
kembali seluruh Anggaran Dasar Persercan dalam akta ini. --
( Berhubung dengan apa yang telah diterangkan di atas, —---
maka para penghadap masing-masing dalam kedudukannya ------
tersebut di atas, dengan ini menyusun dan menyatakan ------
kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk --
selanjutnya Anggaran Dasar Perserocan menjadi sebagai —------

berikul @ s=mromerssesc e e e e e




|

Perseroan ini bernama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa -

Timur Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -
disingkat dengan "Perseroan") atau juga 'disebut -------

"PT Bank Jatim" berkedudukan di Kota Surabaya, Jalan --

Basuki Rachmad 98=10d +~=-rr=srrsrsssennsss msmmr sm e mmss
Perseroan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan,
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia

sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan mengindahkan

| peraturan perundang-undangan yang berlaku. ------=-—---

———————————— JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN ——--——---

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ---

terbatas lamanya terhitung sejak tanggal 05 (lima) Mei 1999

(seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan).------=-=--

(1)Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha ---

dalam bidang aktivitas keuangan khususnya perbankan, ---
sesual dengan ketentuan dalam peraturan ----—--———--—-==--==

perindang-ungdangan yang berlakui =cssssm—ssmssssnomsmmmn

(2)Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -----

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagali ----
Berikut i3 =sssssem s m e e S T T
2.1. Bank Umum, yang kegiatan usahanya utamanya adalah
a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk ---
simpanan berupa, giro, deposito berjangka, -----
sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk --

lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik -----




secara konvensional maupun berdasarkan —---------
prinsipsprinsip syariah ; =-rromromsmrosssoTescE
b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau ------

I pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ; -------

9]

melakukan aktivitas di bidang sistem -----------
‘ PeEMbaNaEal o mors T e e T e

d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana -

dari Bank lain atau meminjamkan dana kepada Bank
lain, baik dengan menggunakan surat, sarana ----
telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek --
atau sarana lainnya ; —-——————————-——————————————~
e. menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi ----
Surat Berharga untuk kepentingan Perseroan -----
dan/atau Nasabah ; --—=------—----cmmmm—mm
f. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan --

Surat. Berhardga ; swoororsssssssmrersss s mms s

g. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing ;
h. melakukan kegiatan pengalihan piutang ; --------

i. melakukan kegiatan Penitipan barang dan Surat --

Berharga . -5 s rrnsrerr e oo e Soommaannmoatns
‘ j. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan --
Otoritas Jasa Keuangan ; ——-—-—————=-=-————==-—=—
‘ k. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan ------
kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan ------

berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan ---

Vang HERIAKE e e e e B R S SR SR R
l I. menyelenggarakan usaha-usaha perbankan lainnya -

sesual dengan ketentuan yang berlaku, baik di --

dalam: maupun a1 luar: negeris =—sc-—romsommETEEET

2.7 Untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan selain ----




-

{ dimaksud pada angka 2.1 ayal ini, Perseroan dapat

me

a

@

laksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : —----- :

membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik ------

melalui pelelangan maupun di luar pelelangan ----
berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh ---—--
pemilik Agunan atau berdasarkan kuasa untuk -----
menjual di luar pelelangan dari pemilik Agunan --
dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi --------
kewajiban kepada Perseroan, dengan ketentuan ----
Agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya ; -
melakukan kegiatan penyertaan modal pada Lembaga

Jasa Keuangan dan/atau perusahaan lain yang -----
mendukung industri Perbankan'dengan memenuhi —----
ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa ----
Keliaiigan: i = o e e e e i i S e S e e e
melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di-
luar Lembaga Jasa Keuangan untuk mengatasi akibat
kegagalan Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan --—--
Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik ----
kembali pernyertaannya ; ————meseeomcammm—— e
melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan
lain dan kerja sama dengan selain Lembaga Jasa --
Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan --
kepada: Nasabah ; =-m—rrsmmormsrmmmreerrmssrsms o=
bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan ------
pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan ---

peraturan dana pensiun yang berlaku. --—-—-——-——-----




Rp 9.000.000.000.000,00 (sembilan triliun rupiah) -----
terbagi atas 36.000.000.000 (tiga puluh enam miliar) --

saham yang:terdirl dari : ssssrrmmrmmmrmmssrmnRnr R RETERT

- 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar) saham Seri A-
masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 250,00 --
(dua ratus lima puluh rupiah) atau seluruhnya dengan-

nilai nominal Rp 6.000.000.000.000,00 (enam triliun -

b= ) e e e e s
- 12.000.000.000 (dua belas miliar) saham Seri B --—--—-
masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 250,00 --
{dua ratus lima puluh rupiah) atau seluruhnya dengan-

jumlah nilai nominal Rp 3.000.000.000.000,00 (tiga —--

Eriliun rupiah); o SrsssreasnssRs e s s SRR S
(2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan -------
disetor penuh oleh para pemegang saham yaitu ----------
sebanyak 15.015.498.082 (lima belas miliar lima belas -
juta empat ratus sembilan puluh delapan.ribu delapan --
puluh dua) saham dengan nilai nominal -------===—-===---
seluruhnya sebesar Rp 3.753.874.520.500,00 (tiga ------
triliun tujuh ratus lima puluh tiga miliar delapan ----
ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu

lima ratus rupiah) yang terdiri atas : --——-—-—=—————————-

a. 11.934.147.982 (sebelas miliar sembilan ratus ------
tiga puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ----
ribu sembilan ratus delapan puluh dua) saham Seri —-
A, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar ------
Rp 2.983.536.995.500,00 (dua triliun sembilan ratus

delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh ----
enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu --

Tima ratus rupiah) ; soessscssssroommteenmsmon oremE T




| (3)

I 1

| B B

1

a.

3.081.350.100 (tiga miliar delapan puluh satu juta

tiga ratus lima puluh ribu seratus rupiah) saham ---
| Seri B, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar -
Rp 770.337.525.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh -----
miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus -
’ dua puluh lima ribu rupiah) ; ---—---——-—--—-—-—————=

00 % (seratus persen) dari modal ditempatkan tersebut,

yvaitu berjumlah sebanyak 15.015.498.082 (lima belas ---
miliar lima belas juta empat ratus sembilan puluh ---=--
delapan ribu delapan puluh dua) saham dengan nilai ----
nenrnal Saeliruhiyea ;SehbEgal S s e S S e S S R R R S
Rp 3.753.874.520.500,00 (tiga triliun tujuh ratus lima-
puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta-
lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah), telah ---

disetor penuh ke dalam Perseroan dengan rincian : —----

sejumlah 11.934.147.982 (sebelas miliar sembilan ---

ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh ----

tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua) saham
Seri A, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar -
Rp 2.983.536.995.500,00 (dua triliun sembilan ratus-
delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh ----
enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu --

lima ratus rupiah) terdiri atas : -==-=—-=————===-—-

- Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak ----------
7.676.913.648 (tujuh miliar enam ratus tujuh ----
puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu --
enam ratus empat puluh delapan) atau sebesar ----
Rp 1.919.228.412.000,00 (satu triliun sembilan —-
ratus sembilan belas miliar dua ratus dua puluh -

delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah).-




B 2 P—

Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 4.257.234.334
(empat miliar dua ratus lima puluh tujuh juta --—-
dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus ------
tiga puluh empat) saham atau sebesar -——-----—---
Rp 1.064.308.583.500,00 (satu triliun enam puluh

empat miliar tiga ratus delapan juta lima ratus -

delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah). -----

b. 3.081.350.100 (tiga miliar delapan puluh satu juta -
tiga ratus lima puluh ribu seratus) saham --——-----—-
Seri B, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar -
Rp 770.337.525.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh -----
miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus -
dua puluh lima ribu rupiah), terdiri atas : --------

- sejumlah Rp 745.884.250.000,00 (tujuh ratus ------

empat puluh lima miliar delapan ratus delapan ----
puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu -------
rupiah) merupakan dana yang diperocleh dari hasil -
Penawaran Umum Perdana Saham Tahun 2012 (dua ribu-
dua belas) sesuai dengan akta Pernyataan ---------
Keputusan Rapat tanggal 19 (sembilan belas) Juli -
2012 (dua ribu dua belas) nomor 18 dibuat di -----
hadapan WACHID HASYIM, Sarjana Hukum, notaris di -
Surabaya ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta ---
tersebut telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal -
31 (tiga puluh satu) Agustus 2012 (dua ribu dua --
belas) nomor AHU-AH.01.10-31887 ; ---------=—--———~
sejumlah Rp 6.843.150.000,00 (enam miliar delapan

ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh ---




e

ribu rupiah) merupakan dana yang diperoleh dari

hasil pelaksanaan program MESOP Tahap I Tahun 2016
(dua ribu enam belas), berdasarkan jumlah lembar -
opsi saham yang telah dieksekusi dan dicatat -----
seﬁagai peningkatan modal ditempatkan dan disetor

penuh pada periode tanggal 01 (satu) Agustus 2016

(dua ribu enam belas) sampai dengan tanggal 13 ---
(tiga belas) September 2016 (dua ribu enam belas).
sejumlah Rp 310.400.000,00 (tiga ratus sepuluh ---
juta empat ratus ribu rupiah) merupakan dana yang

diperoleh dari hasil pelaksanaan program MESOP ---
Tahap I Window Exercise 1 Tahun 2017 (dua Ak, ===
tujuh belas), berdasarkan jumlah lembar opsi saham
yang telah dieksekusi dan dicatat sebagai --------
peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh --
pada periode tanggal 01 (satu) Februari 2017 (dua

ribu tujuh belas) sampai dengan tanggal 14 (empat

belas) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas). --—-—-—----
sejumlah Rp 7.073.050.000,00 (tujuh miliar tujuh -
puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) merupakan-
dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan —-=----
program MESOP Tahap I Window Exercise 2 Tahun ----
2017 (dua ribu tujuh belas) sejumlah -----==—-==-=
Rp 450.125.000,00 (empat ratus lima puluh Jlaka ==
seratus duapuluh lima ribu rupiah) dan -----=-—---
pelaksanaan program MESOP Tahap II Window ———-=---
Exercise 2 Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) -----
sejumlah Rp 6.622.925.000,00 (enam miliar enam ---
ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh

lima ribu rupiah), berdasarkan jumlah lembar opsi




saham yang telah dieksekusi dan dicatat sebagai --
peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh --
pada periode tanggal 01 (satu) Agustus 2017 (dua -
ribu tujuh belas) sampai dengan 13 (tiga belas) --
September 2017 {(dua ribu tujuh belas). --————————-
sejumlah Rp 315.300.000,00 (tiga ratus lima belas-
juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan dana yang -
diperoleh dari hasil pelaksanaan program MESOP ---
Window Exercise 1 Tahun 2018 (dua ribu delapan ---
belas) Tahap I dan Tahap IT dengan rincian -------
pelaksanaan program MESOP Téhap I sejumlah -------
Rp 74.425.000,00 (tujuh puluh empat juta empat --
ratus dua puluh lima ribu.¥upiah) dan_belaksanaan—
program MESOP Tahap II sejumlah Rp 240.875.000,00-
(dua ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh --
puluh lima ribu rupiah), berdasarkan jumlah lembar
opsi saham yang telah dieksekusi dan dicatat -----
sebagal peningkatan modal ditempatkan dan disetor-
penuh pada periode tanggal 01 (satu) Februari 2018
(dua ribu delapan belas) sampai dengan tanggal 15
(lima belas) Maret 2018 (dua ribu delapan belas) ;
sejumlah Rp 570.600.000,00 (lima ratus tujuh puluh
juta enam ratus ribu rupiah) merupakan dana yang -
diperoleh dari hasil pelaksanaan program MESOP ---
Window Exercise II Tahun 2018 (dua ribu delapan --
belas) Tahap I, Tahap IT dan Tahap III dengan ----
TG S e e e e R R e e
- pelaksanaan program MESOP Tahap I tidak terjadi
penambahan: nodal § Se=srsnennsnaanmamsn = s oS

- pelaksanaan program MESOP Tahap II sejumlah ---

o cam 2 - —— e ———



s an = P —— —y

! Rp 91.350.000,00 (sembilan puluh satu juta ---

| tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan -------

| - pelaksanaan program MESOP Tahap TIIT sejumlah --

\ Rp 479.250.000,00 (empat ratus tujuh puluh ----

sembilan juta dua ratus lima puluh ribu -------

\ PUGHAN) G o e i i B8 o o 5 o o T R e i
berdasarkan jumlah lembar opsi saham yang telah -
diéksekusi dan dicatat sebagal peningkatan modal
ditempatkan dan disetor penuh pada periode —--—--—-
tanggal 01 (satu) Agustus 2018 (dua ribu delapan

belas) sampai dengan 14 (empat belas) September -

2018 {(dua ribu delapan belag): ====smressosssm=ms

- sejumlah Rp 3.909.500.000,00 (tiga miliar —---—--—---
sembilan ratus sembilan juta lima ratus ribu -----
rupiah) merupakan dana yang diperoleh dari hasil -
pelaksanaan program MESOP Window Exercise I Tahun
2019 (dua ribu sembilan belas) Tahap I, Tahap II -

dan Tahap III dengan rincian : ----—-—————==—=—==———

- pelaksanaan program MESOP Tahap I tidak terjadi

| penambahan modal ; --———————-—-————————————————-
‘ - pelaksanaan program MESOP Tahap II sejumlah —---
Rp 12.125.000,00 (dua belas juta seratus dua -
puluh lima ribu rupiah) , dan. ——-==——sennmens
l - pelaksanaan program MESOP Tahap III sejumlah --
Rp 3.897.375.000,00 (tiga miliar delapan ratus

sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ----

pulul lima eibu: rupiah) » Sssrsesssssnsnos s cne
berdasarkan jumlah lembar opsi saham yang telah -
dieksekusi dan dicatat sebagai peningkatan modal

ditempatkan dan disetor penuh pada periode ------




tanggal 01 (satu)Februari 2019 (dua ribu sembilan
belas) sampai dengan tanggal 18 (delapan belas) -
Maret 2019 (dua ribu sembilan belas) ; ———====——-
sejumlah Rp 2.149.400.000,00 (dua miliar seratus

empat puluh sembilan juta.empat ratus ribu ------
rupiah) merupakan dana yang diperoleh dari hasil-
pelaksanaan program MESOP Window Exercise I1 -—---
Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) Tahap I, ---
Tahap II dan Tahap III dengan rincian : --—-------
= pelaksanaaﬁ program MESOP Tahap I sejumlah ---
Rp 265.525.000,00 (dua ratus enam puluh lima -

juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), -

- pelaksanaan program MESOP Tahap II sejumlah --
Rp 185.375.000,00 (seratus delapan puluh ---

lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu ---

| = pelaksanaan program MESOP Tahap III sejumlah -
Rp 1.698.500.000,00 (satu miliar enam ratus --

sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu --

rupigh) 7 Srf-san-cr oo omhtooorn sl a aaT=
berdasarkan jumlah lembar opsi saham yang telah
dieksekusi dan dicatat sebagai peningkatan modal
ditempatkan dan disetor penuh pada periode -----
tanggal 1 (satu) Agustus 2019 (dua ribu sembilan
belas) sampai dengan 11 (sebelas) September 2019

{dua ribu sembilan belas}) ; ————-——=—=——————————

- sejumlah Rp.3.281.875.000,00 (tiga miliar dua ---

ratus delapan puluh satu juta delapan ratus -----

tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan dana ----




(4)

a - e e —
yang diperoleh dari hasil pelaksanaan program ---
MESOP Window Exercise I Tahun 2020 (dua ribu ----

dua puluh) Tahap I, Tahap II dan Tahap IIT ------

derigan: ringian @ —mrorEsnsettossemrno s o s e e

- pelaksanaan program MESOP Tahap T tidak ------
Wterjadi penambahan modal ; --—---——-——=====-——=
‘ - pelaksanaan program MESOP Tahap TT sejumlah --
Rp 790.975.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh
juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu ----
rupiah) , dan =sssssssmsens s R S T
| - pelaksanaan program MESOP Tahap III sejumlah -
Rp 2.490.900.000,00 (dua miliar empat ratus --
sembilan puluh juta sembilan ratus ribu ------
[ zupiah): ¢ wrrssssssse s s s s e R T s EE R T
berdasarkan jumlah lembar opsi saham yang telah
dieksekusi dan dicatat sebagai peningkatan modal
ditempatkan dan disetor penuh pada periode -----
tanggal 03 (tiga) Februari 2020 (dua ribu dua --

puluh) sampai dengan 16 (enam belas) Maret 2020-

(dua ribu dua puluh); --—--------—------——————mm-

Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk ---

uang dan atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham

dalam bentuk uang wajib dibuktikan dengan bukti ------

penyetoran yang sah ke rekening Persercan. Penyetoran-

atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa -

benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi --

kKetentinan Sebagas ;beri ki i o= osshmsmmninnrmnannnnmns

a.

benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud --
wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan

Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya dalam ------




Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan RUPS) ---
mengenai penyetoran tersebut ; -—-----———-—m———-
b. benda yang dijadikan setoran modal wajib dinilai --
oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa ---—---
Keuangan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini ----
cukup disingkat dengan OJK) atau penggantinya, dan-
tidak dibebani hak lain, termasuk dijaminkan ------
dengan cara dan dalam bentuk apapun, serta tidak --

disita karena sebab/alasan dan dalam bentuk sita --

aPAPUN § SRS s e e e e e e e e et
c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum --—-------—
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ; —-=—==-—————=—-—-

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran ----

modal dilakukan dalam bentuk saham Perserocan y&ng =
tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus -------
ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar ; dan ----
e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ---
ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau
unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham,
laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri

lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan -------
Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh

Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan --

dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.---—-------
(5) Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh -
Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu --
dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ------
ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS -
dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam ------

Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan —-—-----




(6)

'}
{
1

|
|

serta ketentuan vang berlaku di bidang Pasar Modal di -
Y

[ndonesia, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga
G Pawah parl Sss s e r E T P T S R E R TR
Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek ------
bersifat ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, -
Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang ---
mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perserocan --
selaku penerbit) dilakukan dengan ketentuan sebagai ---
berikut : ———————————==———————— - ——— oo oo ——mmm e
a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek ---
bersifat ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, -—-—
maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya dalam
Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan HMETD) ---
kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam -
daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang --
ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek ---
bersifat ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan
jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar -----

pemegang saham Persercan atas nama pemegang saham --

masing-masing pada tanggal tersebut ; —----———=——---—-
b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan -
HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam --
hal spengeluaran sahaiy & semmsmemnms s
b.1. Ditujukan kepada pegawal Perseroan ; —————--~""7~

b.2. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek --

lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang-
telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS ; ---
b.3. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau --

restrukturisasi yang telah disetujui oleh -----




] RUES » dandabam sssasisssimnnsn oo s nsmnisei s
[b.4. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang ---
Pasar Modal vang memperbolehkan penambahan ----

modal. tanpa HMETD.somsemessesssrmmonsmssmrmrsmsrms

HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam

I jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan-

_..._.,...
1]

l di ‘bidang pasar modal ; ssrssmonsnsTeotEn Tt aemee o

Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh ---
Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD ----
harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang-
memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan —-—----
ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang-
dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang -
akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak -
diambil tersebult wajib dialokasikan sebanding dengan
Jjumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing --
pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat -
ekilitas ) mreerrmrT TS T T T R R e T S T T T T e e
Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas-
yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham —------
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf d Pasal --
ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, efek ---
bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada—
pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga-
dengan harga dan syarat-syarat yang sama ; —-——-——----
Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk -
pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau -
Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, ---
dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS ------

Perseroan terdahulu yang telah menyetujui ----------




pengeluaran Efek tersebut ; === —--—-
g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah ---
terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan --
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang ---—---
mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan ---
oleh Perserocan, dengan tidak mengurangi kewajiban --
Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada ------
Menteri (Menteri adalah Menteri yang lLugas dan —-----
tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi ----

manusia, atau ;penggantinya)ii——==ossmmass e enosndonos

Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan
berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar --
dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh
Menteri di bidang hukum dan hak asasi manusia atau ----
penggantinya: dengan: Ketentlan % s=semsssmmmrmsm e mrmn oS
a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ----
ditempatkan dan modal disetor menjadi kurang dari --
25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat

dilakukan sepanjang @ —mrsrmrras oo rhoseosssmmanss

a.l. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk -------
menambah modal dasar ; ——————---———--=----—————

a.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri di bidang

| hukum dan hak asasi manusia atau penggantinya ;

a.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor ------

| sehingga menjadi paling sedikit 25 3 (dua puluh
lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan -
dalam jangka waktu paling lambat 6 {(enam) bulan
setelah persetujuan Menteri di bidang hukum dan

hak asasi manusia atau penggantinya ; -—-——------

a.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana-




(8)

dimaksud dalam ayat (7) butir a.3 Pasal ini ---
tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan ----
harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya ------
sehingga moaal dasar dan modal disetor memenuhi
ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas ----

(UUPT) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat --
] {(7) butir a.3 Pasal ini tidak terpenuhi ; --—-—-
’a.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ---
| ayat (7) butir a.l Pasal ini termasuk juga ----
I persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar --—---
‘ sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a.4 -

|

!

Pasal ini.-——————=————————

‘ b. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan ---

modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya -----
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal -
disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima -
persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang
sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh ----
Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam -----
anggaran dasar ini, dengan tidak mengurangi --------
kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan -----
perubahan anggaran dasar dari Menteri di bidang ----

hukum dan hak asasi manusia atau penggantinya atas -

pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. -----
Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek ------
bersifat ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan ------
tersebut di atas, apabila peraturan perundang-undangan
khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar

Modal dan peraturan Bursa Efek menentukan lain.--------




e - - e ———
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(1)

£2)

Dalam anggaran dasar yang dimaksud dengan "saham" ialah
saham-saham Seri A dan saham-saham Seri B, yang -------
dimaksud dengan "pemegang saham" ialah pemegang saham -
Seri A dan pemegang saham Seri B, kecuali apabila -----
dengan tegas dinyatakan lain.--------------——--—co—-—o
Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan

atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam daftar ------
pemegang saham vang terdiri atas saham Seri A yang ----
hanya khusus dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Kota --
dan Kabupaten se-Jawa Timur dan saham Seri B yang dapat
dimiliki oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, ------
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Kabupaten ----
se-Jawa Timur dan masyarakat,—-———————---————msmmanmm———
a. Saham Seri A adalah saham yang memberikan hak ------
khusus kepada pemegangnya dalam kuorum kehadiran dan
persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 14 -----

anggaran dasar: untuk o sesssssssssrsrmrmonenur e annT

1. menghadiri dan menyetujui pengangkatan, ---------
pemberhentian dan persetujuan pengunduran diri --
Direksi dan Dewan Komisaris ; ---—-———=-————---—---—-

2. menghadiri dan menyetujui perubahan anggaran ----

dasar pengeluaran Efek bersifat ekuitas atau ----

perubahan modal ditempatkan dan disetor ; —---=----

3. menghadiri dan menyetujui penyetoran saham dalam

bentuk benda selain uang, baik benda berwujud ---
maupun benda tidak berwujud ; -——---------—--—--—=-
’ 4. menghadiri dan menyetujui penggabungan, --——-—----

( peleburan, pengambilalihan dan pemisahan serta --




pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan --

pailit dan pembubaran Perserocan ; -—-—-—===—-———-===

b. Kecuali hak-hak khusus sebagaimana tersebut dalam --
ayat (2) huruf a Pasal ini, pemegang saham Seri B --
mempynyai hak yvang samderm—mroromn s s o m s s et

(3) Komposisi besaran modal untuk seluruh saham yang ------
ditempatkan adalah 100 % (seratus persen}) dengan —------
ketentuan batas maksimum saham Seri B adalah 33 § -----
(tiga puluh tiga persen) dan selebihnya merupakan saham

Seri A, ———rmmm e e e e e e

{4) Sepanijang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, -

maka pemegang saham Seri A, pemegang saham Seri B ---—-

mempunyail hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham -----

memberikan 1 (satu): hak suara;-——=s—sssosssoasmmmmetmas oo
‘(5) Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi --
milik beberapa orang, maka para pemilik bersama -------
tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang —--—-----
diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka --
bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan -
dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau Daftar Khusus ----
Perseroan dan wakil ini harus dianggap pemegang yang —-
sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk ----------

menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan

hukum yang timbul atas saham tersebut.-------------—===
{(6) Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk --------=
memberitahukan secara tertulis kepada Persercan -------
mengenai penuniukan wakil bersama itu, Perseroan berhak
memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar ---
dalam Daftar Pemegang Saham Perserocan sebagai ---------

satu-satunya pemegang yang sah atas saham tersebut.----




—e

|
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(8)

(2)

Selama ketentuan dalam ayat (6}Pasal ini belum —-----=-
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak -
berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan —------
pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.---—---
Terhadap seluruh saham Persercan yang tercatat pada ---
Bursa Efek berlaku peraturan perundangan i, Bidampg: =

pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana

Bukti kepemilikan saham sebagai papikit 5 messsssmenoms
a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam —----==-
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan ---
Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti -
pemilikan saham berupa surat saham atau surat ------

kolektif saham kepada pemegang sahamnya ; ——====777~

b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan ----=
kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka
Perserocan wajib menerbitkan sertifikat atau -=-----<
konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan-

Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam ---

buku daftar pemegang saham Perseroan ; —---77-7777777
c. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama --—-=777
pemiliknya yang terdaftar dalam daftar pemegang --——-
saham Perseroan, sesual dengan peraturan -——----"7777
perundang-undangan di bidang Pasar Modal ;dan ======r

ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di --

mana saham-saham Perseroan dicatatkan.----———---7777
Perserocan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham

yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau --




lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang -
S AN i e S e e e SR S e e e S
(3) Pada surat saham, sekurangnya harus dicantumkan : -----
a. Nama dan alamat pemegang saham ; --—--------"7----——-
bi: ‘NoMor SUrat saliaM | meossensssssmesesmnn srmR e eSS T
o 'Nilal ‘nominal saham: ; me=mmrersr-rmsrooTTTTTomTEmETS

d. Tanggal pengeluaran surat saham.-----------—--—-—-——-

(4) Pada surat kolektif saham, sekurangnya harus ------—---
dicantumkan & —=———m—=mrmm o e
a. Nama dan alamat pemegang saham ; —-—-————---—-=—-————-——
b. Nomor surat kolektif saham ; --——-----------------—-
c. Nomor surat saham dan jumlah saham ; --———----—————--

d. Nilai nominal saham dan Nilai Kolektif Saham ; -----

e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----------

(5) Pada surat saham pecahan nilai nominal saham, ------—---=

sekurangnya harus dicantumkan : --------=------——-——u——
a. Nama dan alamat pemegang pecahan nilai nominal -----

’ Saliam § memsrss s s s T S e T R T S S T R R R R R R TR
b. Nomor surat saham yang mendasari pemecahan nilai ---

' rominal ‘saham: } mrormereorsrmrsrsmreSoaSESr T sEEsseEmE s
c. Nomor surat saham pecahan nilai nominal saham ; —----
d. Tanggal pengeluaran surat saham.------------=--=------
}(6} Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham ------
dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek
lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus -----
memuat tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama ---
dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama --
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ----
pihak ketiga, maka oleh Direktur Utama bersama-sama ---

dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau ----




h.-._.:n—-« e C—

apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --
maka oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan --
salah seorang Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut --
dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat-
kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/ataun ----
waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan -----
menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan --—--—------
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan-
bursa efek di tempat dimana saham-saham Persercan -----

didatatkan. s sssrre s s shnhesrn s s S S e S

(7) Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perserocan dapat ---
dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan -------
perundang-undangan mengenal pemberian jaminan saham, --
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
Undang-Undang Perseroan Terbatas.-------=-------===-=-—-

————————————————————— PENGGANTI SURAT SAHAM —--————————=—==-

————————————————————————————— Pasal 7 sercmsssssco—c—memons

(1) Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham ----

tersebut dapat ‘dilakukan jika : =—mrm=mmsmrssosssssITES
a. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis ----------

penggantian surat saham adalah pemilik sah surat ---

saham ‘tersebut ; =crmeessssoorssooosmnnEErE TR EEEEm T
b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak ; --—
c. Asli surat saham rusak tersebut wajib dikembalikan -
dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang -----
nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya ; dan
d. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak -
tersebut setelah memberikan penggantian surat saham-

dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk ---------




idjl&purkan dalam RUPS: berikubnyai--—ismemmsaimmmmminios
Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham -
tersebut dapat ‘dilakukan jika i === m-o—s-s-s——mosmmms
a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -
I adalah pemilik surat saham tersebut ; ----—-------—-
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari -
Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat -
satiam tersebut ¥ s rnrn st o s et

c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi
Persercan ; dan ————-—————--mmmmmm e e
d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang -----
hilang telah diumumkan di bursa efek di tempat -----
dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu ------
sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum ---

pengeluaran pengganti surat saham dan sesuai dengan-

peraturan perundangan di bidang Pasar Meodal. -------
Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu
ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.----
Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai ---------
pengeluaran pengganti surat saham juga berlaku untuk --
pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek --
bersifat ekuitds meemmr—mar s e oSk m s e
—————————————————— PENITIPAN KOLEKTIF -—-———-——=————=—=—==
———————————————————————— Pasal 8 ===--———m——c—e—mmcnao
Saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif ------
berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu : —---——-—-------
a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga --------

Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam ---

buku daftar pemegang saham Persercan atas nama -----




e —— 2 .
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Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk ---=--=--
kepentingan pemegang rekening pada Lembaga --—--—---- :
Penvinmpanan: dan Penyelesalan ; =rosssssmmasocssmmens

Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -
atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening ---
Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----
dicatat atas nama Bank Kustodian atau perusahaan ---
Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening --
pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut ;-
Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ---
Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek ----
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan-
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan --
mencatatkan saham tersebut dalam buku daftar -------
pemegang saham Perserocan atas nama Bank Kustodian --
untuk kepentingan pemilik unit penyertaan dari Reksa
Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut ;
Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau --------
konfirmasi tertulis, kepada Lembaga Penyimpanan dan-
Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat
ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam -
huruf ¢ ayat ini sebagai tanda bukti pencatatan ----
dalam buku daftar pemegang saham Persercan ; —----—-
Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan --
Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga ------—-—-
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ---
untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi -------
kolektif dalam buku daftar pemegang saham Perseroan-

menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga -




Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ---
dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ---
kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang --
ditunjuk ‘Perserean | smroosss o rrsm s e s R SR s T
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian
atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi --
kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti -------
pencatatan dalam rekening Efek ; -—=--=-——=mm——ee——-
Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan
klasifikasi yang sama ?anq diterbitkan Perseroan ---
adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu -
AEHgan yang Lalil § S e e i e i e e e
Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam --
Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut ----
hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta -----
mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau ----
jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar-
sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut ----
benar-benar hilang atau musnah ; -————-—=======————=
Persercan wajib menolak pencatatan saham ke dalam --
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut ----------

dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan ------

. penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan -

perkara pidana ; ----—-----------——-—————— o
Pemegang rekening Efek wyang Efeknya tercatat dalam -
Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau --------—-—-
mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah -
saham yang dimilikinya pada rekening tersebut ; ----

Bank Kustodian dan Perusahaan FEfek wajib --———=—————-




menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah --5
saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing ---
pemegang rekening pada Bank Kustodian dan perusahaar
Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan —-—-=--+
Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada --+
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
pemanggilan RUPS: ; =seso—rs oo o me s ons sm s n mm ]
Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan —---
suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuks
dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang -+
merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana ——1
berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak -——--1
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga —--—--1
Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa-
Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama ----
Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu)--;
hari kerija sebelum pemanggilan RUPS ; -—-=—————=====
Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus —-1
atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan sahamj
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas --
saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -——----7
Peyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya. LembagaJ
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan -
dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank 1
Kustodian dan kepada perusahaan efek untuk --------7
kepentingan masing-masing pemegang rekening pada --]
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut ; -----
Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus --
atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham

kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan --




| Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian -
dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak --
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam --------

Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----

Penyvelesaian } mressrss s mr s s s T S T T T R ST R T TR m T T T
o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang --
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau --
hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham --
dalam penitipan kolektif ditentukan oleh RUPS dengan
ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek -

wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek ---

beserta jumlah saham Perserocan yang dimiliki oleh --
masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat-
pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang -
saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham --
bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya ------
diserahkan kepada Perserocan paling lambat 1 (satu) -
hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar ------

penentuan pemegang saham yang berhak untuk ---------

memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya

tersebitismrmmmrommr T T e T T e e e T e e
(2) Ketentuan mengenai penitipan kolektif tunduk pada -----
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan
ketentuan bursa efek di wilayah Republik Indonesia di -
tempat dimana saham-saham Persercan dicatatkan.--------

——————————— DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -------

(1) Direksi wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang

saham dan daftar khusus serta menyediakannya di tempat




kedudukah Perseroan:mrrr s e e T T e T e e T

Dalam daftar pemegang saham sekurang-kurangnya -—----- -
digatat: ! ssermonrmnrmRETTET e s T T e
a. Nama dan alamat para pemegang saham ; ——-=--==-=-—-- -
b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang -----

dimiliki para pemegang saham ; -———————-—=====——=—----
c. Jumlah yang disetor atas setiap saham ; ---=—=------
d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan -
hukum yvang mempunyai hak gadai atas saham atau -----
sebagal penerima jaminan fidusia saham dan tanggal -

perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan

fidugis Lersebut ; “==ss=msmmmEscossssn s snm S
e. Keterangan penyetoran saham dalém bentuk lain selain
WEHG: 7 dan SEssss e s e s s e S e e S S S S
f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi-
dan/atau diharuskan oleh peraturan —--—-——-——==—=====——-

perundang-undangan yang berlaku.---——--——-===—=-——-—=

Dalam daftar khusus dicatat keterangan mengenai -------
kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilikan saham-
anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya
dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta ----
tanggal saham itu diperoleh.---——-—-—-——-—-—-—-—-——————-—-
a. Pemegang saham harus memberitahukan setiap —---------
perpindahan tempat tinggal dengan surat yang —-------
disertai tanda penerimaan kepada Direksi.----—-------~
Selama pemberitahuan itu belum diterima oleh -------
Direksi, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan -
kepada pemegang saham maupun surat menyurat lain, -~
dividen yéng dikirimkan kepada pemegang saham, serta

mengenai hak-hak lain yang dapat dilakukan oleh ---




! pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada ----
i alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat ----
‘ dalam Daftar Pemegang Saham ; --—--—-——==-—————"————————
’b. Setiap pencatatan-pencatatan dan/atau ---—-----------
perubqhan—perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus

ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan ----

seorang Dewan Komisaris, kecuali Direksi menunjuk --

dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek.-
(5) Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara ---
daftar pemegang saham dan daftar khusus sebaik-baiknya.

(6) Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak ---

melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di ----
kantor Perseroan atau di kantor Biro Administrasi Efek

yang ditunjuk Perseroan pada waktu jam kerja.---—-------

(7) Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang -
pada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan --------
pencatatan saham dalam daftar pemegang saham dan daftar
khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam daftar
pemegang saham termasuk pencatatan mengenai suatu -----
penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau ---
jaminan fidusia yang menyangkut saham-saham Perseroan -
atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas —--------
saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran ----
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dibidang ---

Pasar Modal .o e e e e e oo oL L

(8) Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang tidak -----
diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di -----
bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek.---—-=--—----

—————————————————— PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM —--—-—————==m-




————

(1) a.

Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan

suatu dokumen yang ditanda tangani oleh atau atas --
nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas -
nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham -
yang bersangkutan. e ————— e e s

Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk --

sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang
diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi —-----=
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal ;
Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam ---———-
Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan -
dari rekening Efek satu ke rekéning Efek yang lain -
pada Lembaga Penylmpanan dan Penyelesaian, Bank ----
Kustodian dan Perusahaan Efek, Dokumen pemindahan --
hak atas saham harus berbentuk sebagaimana -=-==---<
ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi
dengan ketentuan bahwa dokumen.pemindahan hak atas -
saham-saham yang tercatat pada bursa efele-harus: =57=
memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada bursa
efek di tempat di mana saham-saham tersebut --—-—---—-
dicatatkan, dengan tidak mengurangl peraturan -=-=---

perundangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku-

atau tidak sesuai dengan peraturan, perundangan yang -~

perlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang: ======w]

c. Pemindahan hak atas saham Seri A hanya dapat ---=-77

(2) Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan ———77]

dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ind ==

di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -

‘ dilakukan oleh dan di antara pemegang saham Seri A.-




= = S

| berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku bagi --------
I PR SEOaI ., s s S e o o e o o i 1
(3) Direksi atas kebijakan mereka sendiri dan dengan ------
| memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk ------
mendaftarkan pemindahan hak atas sgham dalam Daftar ---
Pemegang Saham apabila ketentuan dalam anggaran dasar -

ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat yang

ditentukan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi. -
(4) Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan -
hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan ----=----
pemberitahuan penolakan kepada pihak yang memindahkan -
haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender
setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu ------
diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan --
perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ----

peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham -----

Persercan dicatatkan.--——===-———-r—mmmmm e e e
(5) Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham,
pemilik asalnya yang dalam Daftar Pemegang Saham ------
dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut ----
hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat -
dalam Daftar Pemegang Saham hal tersebut dengan --------
memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan ---
ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa --

Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.-

(6) Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham ------
karena kematian seorang pemegang saham atau karena -----
sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham ----
berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan -----

bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu -




(7)

(4)

dapat disyaratkan oleh Direksi mengajukan permohonan --_

secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham -2
dati saham tersebuti-mrmrm-m=mr—rrosscrerssommmesnr s =
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat-
menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa -
mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini,
Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang ---
diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan -
perundangan di bidang Pasar Modal dan ---————-----—————-
ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana -------
saham-saham tersebut dicatatkan, kecuali untuk saham ---
seri A hanya dapat dipindahkan kepada pihak sebagaimana-

tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) huruf ¢ anggaran dasar-

RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. —--=----
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling ---
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. -----
Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat ----
menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada --
ayat (2] Pagal ini: ==mrrmmrmrorsrmmorr T nmm T T T
Dalam: RUES tahuhan i =---rrestrmrrr s rrner s isansas A
a. Direksi menyampaikan : —=-=-——-----mmmmmm e
’ - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan ----

‘ Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS ; -------

‘ - Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan --

Publik untuk mendapatkan pengesahan RUPS.----------

b. Ditetapkan penggunaan laba, Jjika Perseroan mempunyai-

l salde: laba wang posibll § =-—sssmmamemnmesmmemsinams




SRS S

(2]

(6)

(1)

. Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau-
Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit
atas informasi keuangan historis tahunan wajib ------
diputuskan oleh RUPS Perseroan dengan mempertimbang--
kan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak —----
. dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau -
Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan Jjasa audit
atas informasi keuangan historis tahunan, RUPS dapat-
mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan -----
Komisaris, disertal dengan penjelasan mengenai : ----
a) alasan pendelegasian kewenangan ; dan ——-——--——--——--

b} kriteria atau batasan Akuntan Publik dan/atau ----

Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk? ————————

d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah dicantumkan-
dalam panggilan RUPS, dengan tidak mengurangi -------
ketentuan Anggaran Dasar ini.---------——-——=-=——-—-—-———

Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada —-----

setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan ---

PETSETOAN . == = = = e

Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud di atas, --

Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik, ----

yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan --------------
perundang-undangan, peraturan otoritas jasa keuangan ----
serta ketentuan lainnya yang berlaku. ---——-——---—-————-=--

——————————— TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN —————----

RUPS wajib dilakukan di wilayah Negara Republik -------
Indonesia, yaitu dapat diadakan di : ---—-—-—7———————==-

ai, ~tempal keduduldn, BERSeroal j SEssssattomsmmmsiis




—r
b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya ;
¢. Ibukota Provinsi tempat kedudukan atau tempat ———=7-
‘ kegiatan usaha utama Perseroan ; atau ————---7777777%
‘d. Provinsi tempat kedudukan bursa efek yang mencatalt--
‘kan saham Perseroan. ——-———==————————-=-=—————-———-oTT=
|{2) Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi -

ketentuan sebagai berikut : -——=---———----—-——ooooTTmTTTEE
a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada -
l Otoritas Jasa Keuangan ; ————==——-——--—--—--—--"-7777""%

b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham ; —-

‘c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. --

(3) Pengumuman RUPS wajib dilakukan kepada pemegang saham -

paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum ----==-="7"
pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal-
pengumuman dan tanggal pemanggilans: =-emssersEmae s

(4) a. Pemanggilan RUPS wajib dilakukan kepada pemegang ——~

saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari —-------
sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak -
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal ===
penyelenggaraan RUBS. s=cr=frErmsescsssoainssmasmmms
[ b. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS-
Kedua dan RUPS Ketiga mengacu pada ketentuan —-—==777
perundangan-undangan, peraturan btoritas jasa ——===

keuangan serta ketentuan lainnya yang berlakuws: ===7"

c. Pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, —--——--"7"
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah-
RUPS, wajib dilakukan melalui paling sedikit @ =777
a. Sitis web petivedia e~BURS j wwsm=—swemwmmmmemnsoT

b. situs web bursa efek ; dan —--=—===—--——=—==—=~""7"




(5)

(6)

(7

c. situs web Perseroan ; =—=—=—=—=mmmmmmmemm oo mm e
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan —--——-—
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit
bahaga Inggrls., Sossss sl siis e i s s s 2
Persercan wajib menyediakan bahan mata acara rapat -
bagi pemegang saham yang dapat diakses dan di unduh-
melalui situs web Persercan dan/atau e-RUPS sejak —-
tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan-
penyelenggaraan RUPS dengan memperhatikan ketentuan-
dalam bidang pasar modal di Indonesia. =--——====—=——--—
Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas ---—-—--—-—=
pPeEminEaal § oo e s s s e e st e o
a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang —---
bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) ----
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak -

suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu --

fuamlaly yang? Febih: kecil,. § abgn sesssssmtaasas s
bi. Dewan Komisanis,, Sessesesmmemammssssmasmmisin e Snime
Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham -
diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat -------
disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan -----
KOmiSAris: mecrmms s s s s e T R T R eSS T T
Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud-

pada: ayat (5} Pasal: inis hartus & s-roooscsteSsisns=rnes

a. dilakukan dengan itikad baik ; ----—-7——---——-=—=

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan ; ———-——=---
c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan --
L e e e e o e
d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang-

harus diputuskan dalam RUPS ; dan ----—-————————===




—————

\ e. tidak bertentangan dengan katentuan peraturan —-—--

l perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. -

l(8) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada --——=—=-
pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat L5: ==
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan-
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat -
(6) Pasai ini diterima Direksi, dan menyampaikan ----
pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat ---

kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima)-

hari kerja sebelum pengumuman RUPS:y smmmmmmsss e o= =s
(9) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS --

sebagaimana dimaksud dalam ayatl {8) Pasal ini dalam-

jangka waktu paling lambat 15 {lima belas) hari —---
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan -

RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan @ -

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari —---

pemegang saham yang tidak diselenggarakan ; dan -
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. —=======77=7
Setelah jangka waktu 15 (lima belas) hari telah ----
terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali-

permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan —-------

Komisaris. ——-———————=————=--——--——--ss--——soosmTm e TTT

(10) a.Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS R

kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas)-
hari terhitung sejak tanggal permintaan --=--=—==7777
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat-
(9) Pasal ini diterima Dewan Komisaris. ————=-===7777
b.Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan ---
mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan —--—-~

paling lambat 5 (lima) hari kerja SRBRl e




e cesan == e ——

T PERGUIMUMATE; — S i s s i — s i ————————

’(11) a

b.

| (1) a
’ b.

’ c.

i

(2) a

.Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman

dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) ---
hari terhitung sejak tanggal permintaan ---------- =

penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan

Komisaris wajib mengumumkan : -—s==rm--s-=rr—rmmmom——-

1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari ---

' pemegang saham yang tidak diselenggarakan ; dan -
2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----—————--
Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atau --
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, -
pemegang saham dapat mengajukan permintaan ---------
diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan ----
negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat --------
kedudukan Persercan untuk menetapkan pemberian izin-

diselenggarakannya RUPS; -—rromsmsoosssssmsosssmmmnss

—————————————————— PIMPINAN DAN BERITA ACARA —-----=--—===--

RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. ---—-—----—-—-—-—--—-=-=
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir-
atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah ---
seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris alau anggota
Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir maka RUPS
dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS -
yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. ---r=———m—-=

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh




Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai
benturan kepentingan dengan mata acara yang akan ---
diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota --
; Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai —------- -
: benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan —----- -
| Komisaris. —mmmrrms s e o m e e e e e e e e
‘ b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai --
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu-
anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. --------
[ c. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk --
oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan -
kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan ----
dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang -
tidak mempunyai benturan kepentingan. -----—--===-=--=
d. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan --
kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang ---—----
pemegang saham bukan Pengendali yang dipilih oleh ---

mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam ---

‘{3) a.Persercan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan --
] riigalah RUPS: smmemenssrsmes e re s e S e s

| b.Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ---
pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang ----
pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.------
X c¢.Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak-
disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat ----

dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh-

l notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. —---

F d.Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri ---

Ioleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib --




dibuat dalam bentuk akta berila acara RUPS yang -----
dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa -
B A G O Ty o S T et i e o ot i o
———————————————— KUORUM, HAK SUARA, KEPUTUSAN, -------——---

———————————————————— DAN TATA TERTIB RUPS -———————=—==—=—==

(1) a. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk-
mufakats oo ns S st s s e e Ema T

b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---

mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini -

tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan

sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib ---

dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum ----

kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. --=-——-—---—--———-
I(2} a. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk ---
mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS ---—-----
dilakukan dengan mengikuti ketentuan : --—=-=-—-—-———-
1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih -
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah -------
seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------
diwakili, kecuall anggaran dasar Perseroan ------

menentukan jumlah kuorum yang lebih besar ; -----

2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf-
a angka 1 ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua ---
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah --
dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS --
paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari ---

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau-




E diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan —-—-—-- -~
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar ; dan -

| 3. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a-
angka 1 dan 2 ayat ini adalah sabh jika disetujui-
oleh lebih dari 1/2(satu per dua) bagian dari ---
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam -
RUPS, kecuali anggaran dasar Persercan menentukan

bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh --

jumlah suara setuju yang lebih besar. --———==——-=-
b. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua --—-——----
sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ini -
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan --
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari ---
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum -------

kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh-

Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

c. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat ini ===
berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum -—-----

keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material -

dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk ---

mata acara transaksi material berupa pengalihan —----

persen) jumlah kekayaan barsih.: mermmr e RSy
(3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata
acara perubahan anggaran dasar Persercan yang —-————77
memerlukan persetujuan Menteri di bidang hukum dan -~
hak asasi manusia atau penggantinya, kecuali —===m==3

perubahan anggaran dasar Perseroarn dalam rangka —--——~




d.

memperpan jang jangka waktu berdir i_Hy'ri Perserocan -—-—---

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : —--—-—-—---

RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh -

|

pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 -
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar -
Persercan menentukan jumlah kuorum yang lebih ----

BESET | smorrr s e T T T R T R R R S R S T TR T

Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a
ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari
2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham -----
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS ; -=-===—=-
dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a-
ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan-
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak --------
mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh -
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 —---
(tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar -
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih -----
DESHT: § mrmsrir i s e e e e e e e e i e e i e
keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh-
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh --
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS ; dan -
dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ---------
sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini tidak --------
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan --------
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari ---

saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum -------




kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh-
| Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. --

!{4} RUPS untuk melakukan perubahan Direksi dan perubahan -.

MESRE—Y

Dewan Komisaris, dilakukan dengan ketentuan sebagai ---

| berikut : =—====— oo oo o e -

a. RUPS harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A dan -
para pemegang saham lainnya dan/ atau wakil mereka -
yvang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 -
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham ----

dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui --

oleh pemegang saham Seri A dan para pemegang saham
lainnya dan/ atau wakil mereka yang sah yang -------
bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)-

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --

vang hadir :dakam RUBS. =mmmm—rrosmssssc—tdane o - g
b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud _-
dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dalam --
RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang

| saham Seri A dan para pemegang saham lainnya —------
dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama ---

mewakili paling sedikit 1/3 (Satu per tiga) bagian -

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah-
dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham --
Seri A dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil ---
mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih ---
dari 1/2 (Satu per dua) bagian dari jumlah seluruh -

i saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----7
c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua --------7

sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini tidak ------ c

tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ------<




| (5)

ketentuan RUPS ketiga sah dan bernak mengambil -----

keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari ---

saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum

kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan,

dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh -

pemegang saham Seri A.
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS5 untuk mata -
acara mengalihkan kekayaan Persercan yang merupakan —-—-

lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan ----

bersih Persercan dalam 1 (satu) transaksi atau --------

lebih,baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, -

menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang

merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah ---

kekayaan bersih Perserocan dalam 1 (satu) transaksi atau

lebih,baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, -

penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, --

pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit,-
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perserocan, dan ---

pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut : —————mm—mmmm e
a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri
pemegang saham yang mewakili paling sedikit
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh :
dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran

Perserocan menentukan jumlah kuocrum yang lebih

besar ;
b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a —---

ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari -

3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham -----




'——‘1“::;;;jnr] hak suara yang hadir dalam RUPS ; —-——=—=-- S

1(3.

(6) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya -

a.

dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan -~

dengan ketentuan : —---—-------------------ooommmmmTTTT

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a -
ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan -
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil
keputusan jika RUPS dihadiri_oleh pemegang saham ---
yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) =----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --
yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan —--------=
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar ; —-------
Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh-
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh-
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS ; dan -
Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ---------
sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak ---
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan —----=-=
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari ===
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum --—=-=--
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh-

Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -~

RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih --
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh -
saham dengan hak suara yang sah yang dimilliki. 7277
Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar -~
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih ---=-7
besar ; ——=—=—-————=m———mmm oo — s —mm o ——— oo oo

keputusan RUPS sebagaimaﬁa dimaksud pada huruf a --




ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham-
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh -------

Pemegang Saham Independen ; —-—---—--—————-——-———————-
dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a -
ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat --—--—--—---
dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 --—-
{(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham ----
dengan hak suara vang Sah.yang dimiliki Pemegang ---
Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan -
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar ; -——-----
keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh-
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang —-—------
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir -
dalanm BRI BS o e e e e L e s
dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ---------
sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak ---
tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ---
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham —--—-—-----
Independen dari saham dengan hak suara yang sah, ---
dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas
Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan ; dan -----
keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh
Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari =
50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh ---

Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUOPS. ---

[{?) Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) ------

klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak-




—

atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada ----
klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan --
hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan-

KEESHEEN § S s i s e R e e e S e e i S e

=i RUBS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling ----
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah ----
seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena --
dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau ------

diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan —---——------

menentukan jumlah kuorum yang lebih besar ; --———---
b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a -
ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan -
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil
keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua --
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada —----
klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan
hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran -
dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih-
Bagay @ Sessmomsoniicessses s S s s e e s s e e e T T
c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b ayat ini sah jika disetujui oleh lebih dari-
3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak --
suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar-
Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika ——-----

disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar;

d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua --—-———-77
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat I, Eadalk =
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan -————=--7"7

ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil ----7




(8)

(9)

keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada ---
klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan
hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum -----

keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa —-------

Keuangan atas permchonan Persercan. —-—-—----- R
Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah ---
yvang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham -
yang mengeluarkan suara. —-—————————mm———m—— o
Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh ---
pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang ---—----
dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan-
kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian --
dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang --

berbeda, - ————————————————————

(10) Setiap pemegang saham tunduk kepada anggaran dasar ----

Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil -----
dengan sah dalam RUPS serta peraturan ----------———--—-

perundang-undangan yang berlaku. -—-—-—--——————--——mom—-

|{11}Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas -

(1)

perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham -------
tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada
klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir --
dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan -----
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham -------

terseblls srrmsrmnrmmrrrr s e e T e e e s e e

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ------

terdiri dari paling sedikit 4 (empat) orang Direktur, -




\{2)

‘(3}

B

seorang diantaranyad diangkat sebagai Direktur Utama -
dengan memperhatikan ketentuan peraturan —---777777TT7
porundang—undangan yang berlaku dan peraturan i =
Bidang Pasar Modal. ——=-——-———-"""""7 777 R R R
Persyaratan anggota Direksi wajib mengikutil ketentuan
4. Undang-Undang Perseroan Terbatas ; —————~~ """ 77777

b. Peraturan perundang—undangan di bidang pasar modal

c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan —--—-

kegiatan usaha Perseroan. —=--=TTTTTTTTTTTITTTIITOOC

persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Direksi : -=

4. Pepsyeestan D, § se-memmadsst—SSssmmmammmm—_————y

‘l. Yang dapat nenjadi anggota Direksi adalah —-—--===-
orang-perseorangan yang memenuhi persyaratan pada
saat diangkat dan selama menjabat : —--"TTTTTTTOT

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang -

L. cakap melakukan perbuatan hukum ; —=====77777]

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan-
selama menjabat : -—————u—-——————; ————————————
1. tidak pernah dinyatakan e g e
2. tidak pernah menjadi anggota Digeksl =omzT
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ——7—~
dinyatakan bersalah menyebabkan gratd. ===
perusahaan dinyatakan Batlilt @ senEEEEs
\ 3. tidak pernah dihukum karena melakukan —-—77
tindak pidana yand merugikan keuangan —-77

negara dan/atau yang perkaitan dengan -~

salbor Felangats Qan me-sesrmmenEs ST

\ 4. tidak pernah menjadi anggota Ditekgl ===s




dan/atau anggota Dewan Komisaris yang -----
selama menjabat : —-=—---mmmmmmm
a. pernah tidak menyelenggarakan RUPS -----
tahunan ; -------—-——— -
b. pertanggungjawabannya sebagai anggota --
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

pernah tidak diterima oleh RUPS atau ---

pernah tidak memberikan ----—----—-——-———-
pertanggungjawaban sebagai anggota -----
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
kepada RUPS ; dan -—————--—-———-cmmm
c. pernah menyebabkan perusahaan yang -----
memperoleh izin, persetujuan, atau -----
pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan-
tidak memenuhi kewajiban menyampaikan --
laporan tahunan dan/atau laporan -------

keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan ;

l d. memiliki komitmen untuk mematuhi -------

’ peraturan perundang-undangan; dan —------

' e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian
di bidang yang dibutuhkan Emiten atau --
Perusahaan Publik. —-—--=-=—----cccmem———

|2. Ketentuan persyaratan calon yang dapat ----
diangkat sebagal Direksi tersebut di atas -
dengan memperhatikan peraturan ----—-———----
perundang-undangan yang berlaku di bidang -

pasar modal di Indonesia. --———---—=——==—-——-

b. Persyaratan Khusus : --------—mmmmm e

Bagi anggota Direksi yang akan diangkat harus ------

memenuhi persyaratan khusus yang rincian dari ------




1
|

\{4)

P

(5)

persyaratan

| keputusan RUPS ;i ~~

kKhusus tersebut akan dituangkan dalam --—

c. Persyaratan lainnya @ ~-—77°7

Masa Jabatan anggota Direksi paling lama 5

\1. Lulué Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit dan-|

Proper Test) sesual dengan ketentuan oteritas ==

Jasa Keuangan atau ketentuan yang perlaku tentand

penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Propel

2. Mayoritas anggota Direksi
memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua;

dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota

Dewan Komisaris 7

(lima) ———1
tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam -

RUPS pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS

Tahunan yang ke—5 (lima) setelah tanggal

pengangkatannya atau sampal dengan penutupan RUPS ——

tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan, -~

kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS, dan dapat

diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya -~

apabila mempunyai prestasi yang paik dengan dibukti

tercapainya target—target, yang ditetapkan oleh RUPS3
bagi masing-masing Direksi dengan tidak mengurangi

RUPS untuk memberhentikan—sewaktuﬂwaktu perdasarkan
pasal ini. -

alasan yang ditetapkan dalam ayat (13)

RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menggantika
jabatan anggota Direksi yang diberhentikan dari -~

jabatannya atau untuk mengisi jabatan anggota Direl

yang lowond.

Masa Jjabatan seseorang yang diangkat untuk menggan




(8)

anggola Direksi yang diberhentikan atau untuk mengisi
jabatan yang lowong tersebut adalah untuk sisa masa ---
jabatan dari anggota Direksi yang bersangkutan, kecuali
apabila ditentukan lain dalam RUPS, -—-=—=—--———m——=—————
Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka ---
jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir --------
bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota -----
Direksi lainnya yang diangkat terakhir, kecuali apabila
ditentukan lain dalam RUBS. =--——=r-—-———=r=r————rmem—n==
Tata; dara pengangkabals 1 s r st o rorr oo s sed oo o
a. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh
, B e e e e e e e e L i e
b. Calon anggota Direksi yang diajukan dalam RUPS harus
diusulkan oleh Pemegang Saham yang mewakili --------
sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari ----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah -----

dengan tetap berpedoman kepada peraturan -------=----

perundang-undangan yang berlaku. ----------===—=-—-—-=
Selain tata cara sebagaimana diatur dalam ayat (7) ----
Pasal ini tata cara pengangkatan anggota Direksi secara
srnel akan diatinr dalam keputusan-RUES: sseossssosmesmms
Para anggota Direksi diberikan gaji berikut fasilitas -
dan/ atau tunjangan yang jumlah dan jenisnya ditetapkan
berdasarkan Keputusan RUPS dan wewenang RUPS tersebut -

dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. ----——--——-—--==

(10)Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau --

lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam ---
jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya-
lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi -----

lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan -




——

pe.‘.r'nnddng—lmdam_;dn yang berlaku, termasuk peraturan g1
bidang pasar modal di Thdénesia, =SesssmmemaTE S
(11)Apabila oleh suatu sebab apapun terdapat jabatan —==777
Direksi yang lowong dan/ atau berhalangan tetap ‘dan —==
diperlukan adanya penunjukan pengganti sementara oleh =
ketentuan dan/atau peraturan perundang—undanqan, maka
a. Apabila salah seorang atau lebih anggota Direksi ---
lowong dan/ atau berhalangan tetap. maka Dewan —---<
Komisaris atau komite yang menjalankan fungst ===r—
nominasi dengan mempertimbangkan usulan Direktur ---
Utama menunjuk anggota direksi lainnya antuk -—-———--
melaksanakan tugas dengan kekuasaan dan wewenang —--
yang sama. e e SR S S

b. Apabila semua jabatan direksi lowong dan/ atau —=777

herhalangan tetap, untuk sementara Perserocan diurusf
oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh —=—7

rapat Dewan Komigaris. ~—m=-—==-=mmomossTomTEITEEOT

Q

penunjukan pengganti sementara anggota Direksi teta

berpedoman pada ketentuan dan/atau peraturan —=7777

perundang-undangan. ——————————————————————————————

1(12} a. Seorang anggota Direksi dapat mengajukan —-=7777]
permohonan mengundurkan diri dari jabatannyd ==77
dengan memberitahukan secara tertulis mengenail -7

maksudnya tersebut kepada Pemedgang Saham ==sss

pengendali dan Perseroan, —-————---=""T"TTTTTTTTTC
b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -——7
memutuskan permohonan pengundurarn diri sebagaima
dimaksud pada huruf a ayat ini paling lambat 90
(sembilan puluh) nari setelah diterimanya surat

pengunduran iply mmmressass s S ST




—

€. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota-
Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban -----
menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuail -

dengan Anggaran Dasar dan peraturan —-------—-—-—-—-—--—

perundang-undangan ; -————-——————————— S
|d. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari ---
tanggung jawab setelah memperocleh pembebasan -----

tanggung jawab dari RUPS Tahunan. --—----—--——=-—-—--

l(lB} Jabatan anggota Direksi berakhir jika : -—----------——-
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; —--———-—====--=

b. mengundurkan diri ; -

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -------—--—

I perundang-undangan ; —--—— - - - — s o m e e e e

d. meninggal dunia ; ---—————-————————————————

e. masa jabatannya telah berakhir, kecuali diangkat --
kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal -
TR o e e R I S R S i R
' f. diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS atas -----

dasar : —-mmmm oo mmm oo

- tidak lagi memenuhi persyaratan yang berlaku ----

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ; -

- Kinerja dan prestasi yang dihasilkan tidak sesuai

I target yang: diharapkan: ; S ssaimmssmiemss
| g. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan-
| berdasarkan suatu keputusan pengadilan. --—-—===-——-

(l14)Setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi -

diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan —-------
instansi lainnya sesuai dengan peraturan -------———------—
perundang-undangan yang berlaku. ----——=—=-----————-—-—-——

(15)a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara-




oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya ;=
pemberhentian sementara tersebut wajib diberitahukan
secara tertulis kepada anggota Diraksl. Nang: “==srmes
Barsaagkatan § ssssmsomsmmmomrmmes
dalam hal terdapat anggotalDireksi VANG: ssssmsmnmmss
diberhentikan untuk sementara waktu sebagaimana —---
dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan Komisaris ----
harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau —-==
menguatkan keputusan pemberhentian sementara —-—=77~
tersebut ; ———-———=—=——------S--oooSSTmoomTmEETEETmTETTE
RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat A, See=
harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling ----
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal ----
pemberhentian sementara ; —===77"TTTTTTTTTTTIITIITOE
dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS -
sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS
tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian —-----
sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini
wanEdl. bakal, g seemmmapeagnSEsSRERRsseenmanmnmETT
dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat -~
ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi -----7
kesempatan untuk Sambela dirl § SeressoSnToemERRst
anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara 7
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak -7
berwenang : —-——-—-—-——=—--==—-=-----ososmoommTTETT
1. menjalankan pengurusan Perseroan untuk ——=-=—-==7]
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan -7
tujuan Perseroan ; dan —-—=-ooToSTmoTTTTEITTITTT
2. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar --=---

T e IR e e S




P

y (3)

[{4)

l(5)

pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g
ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara
oleh Dewan Komisaris sampail dengan : —-—-————————————=———~-
1. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau --------
membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana -----
dimaksud pada huruf ¢ ayat ini; atau --—-——-==-—--—-——--

2. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ----
' HUEGE ‘d layat dna: srEas- e e e s e e e e e e e

——————————————— TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI —--—=—-—=—=—==

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan ------
kepengurusan Perseroan dan pengembangan Unit Usaha ----
Syariah. —————m oo
Direksi wajilb mengelola Persercan sesuai dengan -------
kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur ---
dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan -
yang berlaki, ————=—= = e e
Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesual dengan ----—-
peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----—-———-----
Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan ---------
prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik/Good Corporate --
Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada -
seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. —----——--—---—-
Direksi mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut : --
a. Menetapkan kebijakan Perseroan berdasarkan --------—-
persetujuan Dewan Komisaris dalam menjalankan ------
kepengurusan Perseroan, kecuali ditetapkan lain ----
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang —-—----

berlaku ; ————————m e e

b. mengangkat dan memberhentikan pegawai ; ------------




'(?) Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan —==

IIBJ

l tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. —-—==—=777 1

(9)

(6) Direksi berwenand menetapkan susunan organisasi dan ---

¢, omengalbur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian —--

perseroan Lermasuk menetapkan gaji, pensiun atau ---
jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para —-—--

pEGANAE PEISRECAN § wromemremmSs st ISR
d. mglepas atau menjual dan menghapus inventaris milik-
Perseroan yang mempunyai nilai buku di bawah atau --
sama dengan 20 % (dua puluh persen) dari harga -====
perolehan dengan harga jual tidak boleh lebih rendah
dari nilai buku kecuali ditetapkan lain oleh --=====
keputusan Rapat Direksi, yang selanjutnya wajib —----
dilaporkan kepada RUPS: 3 wesswsmmmmmnomn=Sn T
e. perbuatan untuk melakukan hapus tagih terhadap —————

punga, denda, dan/ atau biaya lainnya selain pokok -

kredit, dengan tetap perpedoman kepada peraturan ---

perundang-undangan yang berlaku., ———-————=———"""""777

tata kerja Perseroan. Khusus untuk susunan organisasi -
dan tata kerja Direksi ditetapkan oleh Direksi dengan -

persetujuan Dewan Komisaris. ——-—-—-———-——--"~"-""TT"TTTTTTOT

mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9)-
pasal ini kepada seorang atau beberapa orang anggota -~
Direksi yang khusus untuk ditunjuk atau kepada —====777
seseorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik -
sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau ===~
sclare Baline eSS s e R R R SR

Direksi wajib mempertanggunqjawabkan pelaksanaan ——=~77

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar-

Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala ——————71




kejadian, mengikal Perseroan dengan pihak lain dan
pihak lain dengan Perserocan, serta menjalankan segala
tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun =--—--—-—--

kepemilikan: —=—————mmmm—mmmm e e

(10)Direksi berdasarkan persetujuan tertulis Dewar: —-—------

Komisaris dengan berpedoman kepada perundang-undangan -

yang berlaku melakukan hal-hal sebagai berikut : ------

a.

mengadakan kerjasama Bangun Guna Serah (Built, -----
Operate and Transfer/BOT), Bangun Guna Milik -------
(Built,Operate and Own/BO0O) dan —————-—=—=—————=—-—o———
perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang

sama ;5 —TTTT ST T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T e e T

mengambil bagian atau ikut serta dalam Perseroan ---
atau badan-badan lain atau menyelenggarakan --------
perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan
piutang, sesuai dengan ketentuan vang berlaku. —-----
melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan -----
Perserocan dalam perusahaan atau badan-badan lain. --
Perbuatan untuk melakukan : -----——-——---———m————-

1. penggunaan cadangan untuk penghapus bukuan kredit

sebagaimana diatur dalam ketentuan Batas Maksimum
Pemberian Kredit Umum/BMPK atau peraturan -------
perundangan yang berlaku ; ----—--———----——-———-——
l2. hapus tagih terhadap pokok kredit vang diberikan-
kepada pihak terkait sesuai dengan peraturan ----

perundangan yang berlaku. ---------------——-————-

’(11)Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan-

Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana ---
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang -

Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS ------




= & ]

———eee

(12} Perbuatan hukum untuk mengalihkan, atau menjadikan ----

(13) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, atau menjadikan -—---

(14)Selain yang tersebut dalam ayat (12) dan (13) Pasal in:

_dilakukan oleh Direksi tanpa memerlukan persetujuan -~

Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur ----
dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ----

T T o e L W R e e e i 0 8 R VR e e

jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh -
persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan -
baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang-
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, -
yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku ---
atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur --
dalam Anggaran Dasar Perseroan, harus mendapal -—-———----
persetujuan RUPS, dengan syarat dan ketentuan ---=—=-===
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) Anggaran -

Dasar Perseroan. =———-———————=—-———=-—--———=-——ooooommmToTT

jaminan utang kurang dari 50% (lima puluh persen) dari-
seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam —--
satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri ---
sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang -—-
terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau ---7
jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar Perseroan dapat dilakukan Direksi dengal]
persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan —-=-77
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang -----77

perlaku, khususnya peraturan pasar Modal. --—=-=-==-~

RUPS dapat menentukan pembatasan pembatasan dan/atau -
syarat-syarat lain. Perbuatan hukum sebagaimana —-----7

dimaksud dalam ayat {22 dén (13) Pasal ini dapat ----




RUPS atau Dewan Komisaris sepanjang perbuatan hukum ---
tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan --
usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2) Anggaran Dasar atau dalam rangka memenuhi ketentuan

Pasal 16 ayat (5) Anygaran Dasar. —————=--———-——————————~
(15)a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk-
Idan atas nama Direksi serta mewakili Persercan ; ---

‘b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ----—-—————-
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah -—-
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili

el bl O e e e e e e e e e L e s e

l(lG)Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan -

memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat-

I{l?)Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara ----—-
anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, -
dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas --

dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan ---

keputusan: Direksi: s=r-srsomossssssssossssmssssmnsss s

(18)Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada -

pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan ----

ftungsi Direksis mrrrrsmrmEm s T e T T T T S T S T T AT T T

(19)Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan ---

Pedoman Kerja Direksi mengikat dan menjadi tanggung ---
jawab-selurul anggoka Direksiu: sroromr-smos—sssrssonsres

(20)Dalam hal Perseroan mempunyail benturan kepentingan ----

dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, ---




- —

maka Persercan akan diwakili oleh anggota Direksi -———-
lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan -
yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota --

Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh —---

[ pewan: Komisaris: =sssormsessnatorss
I(Zl)Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi
dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan ------

Persercan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan ----

wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam

setiap keputusan. —-—------==-------oToomoomoTTEETTToS

—————————————————————————— Pasal 17 s=scoemssoesscosssssssS
(1) Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala -
paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, -———---1
danlarau metiap waktuy apabila @ =e-sssssmsEEcT T |
a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota —---—1

\
[ |
l ’ Direksi ; =——=———=m—m—mrem——s————esem—mo oS mss e

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -—1

‘ anggota Dewan Komisaris; atau -—--—----==-"777"7777"

' c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau —j
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/1
(satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh --
saham dengan hak suara. ---——---------TTTTTTTToTTTTT

(2) Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal

ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dar

seluruh anggota Direksi.

(3) Direksi wajib mengadakan rapatl Direksi bersama Dewan -

Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali -

AT 4 Tehpaty bulan,, eosssseemrnsnsmennEETETEEs

?‘.

(4) Kehadiran anggola Direksi dalam rapat sebagaimana --—-




dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini wajib

diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. —--—-——--—-—-———-
Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud -
pada ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini untuk tahun ------
berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. ----—--———---
Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud-
pada ayat (1) Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada
peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat -----
dise Fenggarakan,, <o ossssomnnassnaninailinneiiuse L sma
Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar -
jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ---
ayat (1) Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada ----
peserta rapat paling lambat sebelum rapat -------------
diselenggarakan: s s o s i i i e e e e e e
Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana -------
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan berdasarkan-
musyawarzh mufakats =-s=ssr=ssssmrsmmsrsssmesrEsmmTEETS
Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat -
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini, ---------
pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara -----

= o U e o o o b e

’(10} Pelaksanaan dan tata cara Rapat Direksi dilakukan ----

(1)

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, termasuk di bidang pasar modal di Indonesia.--

—————————————————— DEWAN KOMISARIS ——-—=——======—=———-

Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dengan --
jumlah anggota paling kurang 3 (tiga) orang dan paling-
banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, seorang di -

antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dengan ----




d.

b,

\{3)

memperhatikan peraturan per
peraturan di bid
persyaratan ang

ketentuan

persyaratan Dewan Komisaris

undangan yang berlaku dan --
ang pasar modal. —-—-=-TTTTTTTTTTTTTTTOE
gota Dewan Komisaris wajib mengikuti

Undang-undang Perseroan Terbatas 7

Peraturan perundang—undangan di bidang pasar modal ;
l dan ~mmm oS A S s s SRS R R

Peraturan perundang—undangan yang berkaitan dengan -

\kegiatan usaha Perseroan ;

.

o, Degdyaratan Upum § somesoissSsSESessemammmmanETT =
Warga Negara Prdofpgia Py § seosssmemmmmas -
1. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; ——777777777
2. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ——-=-—7

‘ Republik ThdbREETE § SeesemmmmmmEomTET T T T T T
\3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidaly ====
langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada ——-—
Negara Republik Tndonesia ; =—————-——"""7TTTTT7T

4. Sehat jasmani dan rohani ; —-——-——"—-"TTTTTTTTTTT
5. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan -
Negara atau tindakan-tindakan yand tercela di —1
pidaTig parbankan @ memssesmssSSSEsSsesmmmaTRET

‘ 6. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusal
pengadilan, -—-—-==-T-ST=STSSSTToTToTTTTITIIETT

L, Papsystatan Khusus 4 mmosesrssessEsmemesnTE T
Bagi anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat --
harus memenuhi persyaratan khusus yang rincian dar
persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam

keputusan RUPS, —---=-=======ssmsTTooTomTTmIITTO
s, Pepsysrakan TRTRNPE, § =swesosmmosnsssstSEEEET




’ 1. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and-
Proper Test) sesual dengan ketentuan Otoritas ---
Jasa Keuangan atau ketentuan yang berlaku tentang-

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper-

2. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling-

memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat -
kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris ------
danyatan anggota Direksi, s==-resmssssssmessssmmes

‘3. Tatia carajpengangkatan: i SESssTssSEsEsRnsEsnms s
a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan -----
I.diberhentikan oleh RUBS: ==mormmssmrsmsmrmemmmmess

b. Calon anggota Dewan Komisaris yang diajukan ---

dalam RUPS harus diusulkan oleh Pemegang Saham-
yang mewakili sekurang-kurangnya 20 % (dua ----
puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan-
hak suara yang sah dengan tetap berpedoman ----
kepada peraturan perundang-undangan yang —-——---

berlakil: sfs-srmmrsnmny ot oo ST e e mme s

(4) Tata cara pengangkatan : ------------——---somo——————ooo
_ a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan ---—-------
diberhentikan oleh RUPS., -==------—-——=-—=—————————=

b. Calon anggota Dewan Komisaris yang diajukan dalam --

RUPS harus diusulkan oleh Pemegang Saham yang —-----
mewakili sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen)-

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah-

dengan tetap berpedoman kepada peraturan -----------=

perindang~undangar: yang: berlakw; =-=ssssrmossossosss
(5) Selain tata cara sebagaimana diatur dalam ayat (4) ----

Pasal ini tata cara pengangkatan anggota Dewan -—-------




e

Komisaris secara rinci akan diatur dalam keputusan ----

RUPS , e o e ol e i e i s
(6) Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 4 ----
(empat) tahun terhitung sejak tanggal ditentukan dalam-
RUPS pengangkatannya dan be;akhir pada penutupan RUPS -
Tahunan yang ke-4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya
atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1-
(satu) periode masa jabatan, dan dapat diangkat kembali
untuk masa jabatan kedua kalinya, setelah memperhatikan
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan yang —--
berlaku serta dinilai dapat menjalankan fungsinya —-----
dengan baik, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk ---
memberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang --

ditetapkan dalam ayat (12) Pasal ini. ———-——=-=-———-—-—-

(7) RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menggantikan ---
jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari
jabatannya atau untuk mengisi jabatan anggota Dewan —---=
Komisaris yang lowong. Masa jabatan seseorang yang —--—-—
diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris ---
yang diberhentikan atau untuk mengisi jabatan anggota -
Dewan- Komisaris yang lowong tersebut adalah sisa masa -

jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan,

kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. -----—=---<

(8) Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris,-

maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan ----
berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan ----
anggota Dewan Komisaris lainnya yang diangkat terakhir,

kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. -=-=-====-=77

‘{9) Para anggota Dewan Komisaris diberikan gaji berikut ---

fasilitas dan/atau tunjangan lainnya yang jumlah dan -~




e
jenisnya ditetapkan oleh RUPS, dengan memperhatikan ---
peraturan perundang-undangan. -—-—--------o-—oosmsssss—os
(10)Apabila oleh suatu sebab apapun, jabatan seorang atau -
lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka -
dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak -----
terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk ----
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ---

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ---

peraturan di bidang pasar modal di Indonesia. -===-=---

(11}a. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengajukan ---
permchonan mengundurkan diri dari jabatannya dengan-
memberitahukan secara tertulis mengenal maksudnya --
tersebut kepada Pemegang Saham Pengendali dan ------

Perseroan: msmmrrsmr e e e R T e T T e e

b. Persercan wajib menyelenggarakan RUPS untuk —---—-----

memutuskan permchonan pengunduran diri sebagaimana -
dimaksud pada huruf a ayat ini, paling lambat 20 ---
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat ----
pengunduran diri ; -------——-——-—-----——-oso—————— o

c. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota --

Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban
menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ---

dengan Anggaran Dasar dan peraturan ------———=—---=-=--

perundang-undangan. =—=-----——----= e e R i TS

X{lZ} Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : ---

a.

b.

kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ; —-——=——---—-
mengundurkan diri dengan memperhatikan ketentuan --
ayat (11 Pasal inl § =oo-ssrosmmesss s R SR T
tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan —-—-—------

perundang=undangal i Srres e e S i e B T




d. meninggal dunia ; ——--77TTTTTTTT
e. masa jabatannya telah berakhir, kecuali diangkat --
kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal --

THL

f. diberhentikan perdasarkan keputusan RUPS ; ———=———""—

g. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan =

berdasarkan suatu keputusan pengadilan. -=-=-=7"77777

\(lB)Paling kurang 50% (lima puluh persen) dAari. jumlah, ===

anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. -
Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris --
yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,

kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan --
anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau --—-

pemegang saham pengendali atau hubungan dengan —=-==77

parseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk

Bastindak independens mommmsESSesEsSMsmammmmsmEEETE

———————— TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS =———=——"=7""7
—————————————————————— Pasal 19 ==—=——s=osmsToTETTTTT
Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan -
pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya, baik: ===
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan ———777
memberikan nasihat kepada Direksi. —==———=———=-""""777
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada --
ayat (1) Pasal ini, Dewan Komisaris : ———————""""7777
a. melakukan tata cara pengawasan atau pengelolaan ——
l T e
b. melakukan pengawasan atas pengurusan Perseroan ;
c. mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan —--~
‘ anggaran Cahunan Borsaigan i e R

d. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan —--777




pengembangan Perserocan serta pengembangan Unit —-—--

Usaha Syariah. —————---s—m——rome e e e e e
{3) Anggota Dewan Komisaris baik sendiri-sendiri maupun ---
bersama-sama setiap waktu dalam jam kerja kantor ------
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau ---
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh -
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat -
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan -----
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk -----
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh -

D g . o e e e e L S S P T 8 R B

(4) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk —-------—-
memberikan penjelasan tentang segala hal yang ---------
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. —-—--——--—-—--meeemeo—

(5) Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan ----

untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, ---

apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan

dengan Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang -

(6) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada-
yang bersangkutan disertai alasannya. —-—-—-=-=--—————-—-=

(7) Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah ---

tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris ------
diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan —------
memutuskan anggota Direksi yang bersangkutan akan -----
diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada -----
kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi vyang ---
diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk ---

hadir iguna membela diri, ==e-=sossssssaaomesmmmsonnmens

(8) Rapat tersebut dalam ayat (7) Pasal ini dipimpin oleh -




————

Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak -----

hadir, maka rapat dipimpin oleh salah secrang anggota -
Dewan Komisaris lainnya dan apabila tidak seorangpun --
anggota Dewan Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin

oleh salah seorang yang dipilih oleh dan di antara ----

mereka yang hadir dalam rapat. Ketidakhadiran tersebut-

tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain. ---=======-=-
(9) Apabila RUPS tersebul tidak diadakan dalam jangka waktu

g0 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian --—-----

sementara itu atau RUPS tidak dapat mengambil ---------

keputusan, pemberhentian sementara itu menjadi batal. -
(10)Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara
dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota -——--=
Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris ——--—-=--
diwajibkan untuk mengurus Perseroan dalam hal demikian-
Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan -----
sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota o

Dewan Komisaris atas tanggapan Dewan Komisaris. —------

(11)Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, -~
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----——7
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam —--7
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginva. --zz—m—o—=-=7—1
(12)Dewan Komisaris dapat menunjuk 1 (satu) orang di antard
para anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris Utusan -
yang mempunyal tugas dan wewenang sebagai koordinator 7

penyelenggaraan kegiatan administrasi umum untuk -----

memperlancar tugas Dewan Komisaris. ————=-————=—=-—=—71

(13)Dbalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan -
Perseroan Dewan Komisaris dapat membentuk komite/ unit-

kerja sesuail peraturan perundangan yang berlaku. —==--7




[ (14)Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan dan
wewenang serta pemberhentian komite/ unit kerja diatur-
' sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg berlaku.-
|(15)Dewan Komisaris dapat menunjuk seorang atau beberapa --
ahli untuk melaksariakan tugas tertentu yang dipandang -
perlu atas beban Persercan. ——---=——-——sm——mm—e o
———————————————————— RAPAT DEWAN KOMISARIS —-——-—-————————————
——————————————————————————— Pagal 20 s-ezmrm-rr—tnmme e
(1) Penyelenggéraan rapat: Dewan KomisSatrils ! ==sorrmomsommsmes
] a. Wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali -
dalam 2 (dua) bulan dan dapat dilangsungkan apabila-
dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan —------
Kol sarie,, =t —rtcstas—aassn o Rt i S s T s
] b. Wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara ------

} berkala paling kurang 1 ({satu) kali dalam 4 (empat)-

’c. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat ------
| sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat -

ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan --------

Perseroan, semrrmr e e S e e e e e
,(2} Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan -
setiap waktu apabila dipandang perlu : —-=—=——==-—=———————

a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris ; --

{ b. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau --

, lebih anggota Direksi ; atau -—--————=-——---—-——-——-—=

[c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau --
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10
{satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh ---
saham dengan hak suara. ---—--=--—--------——--—————————

(3) Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh anggota-




—FT_Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. ---
l(4i Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan ----
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan -----
langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan -
mendapat tanda terima paling lambat 1 (satu) hari -----

I (5)

(6)

(7

| (8)

|{9)

gebielum rapat. diadakan, sssscsssascnamammmonm o snmer
Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,-
wakbl dan ~Eenmpal rapals serns s mr s s e e T R T S R R R R
Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kegiatan usaha
Perserocan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir-
atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak
disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di
manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah --
dan menglikat: meoroesnicnlississo-SpEsssoommmRnmmRssass
Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, --
dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan-
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat-
Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan ---
Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota ---
Dewan. Komisaris yang, hadip, =-s————rmosmmmsscsosomemmmms
Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam --
Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan —------<
Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. ----—==-——-7
Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu --
perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau-

diwakild :dalam. rapat: somssrosomTa oo eonnmnn T

(10)Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil ------=-=7

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak —---

tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suard




= SRR

!UH

|

{13

|

{14

;o

berdasarkan suara ;-Jr:l_uj‘l.l Pa 1i ng sedikit lebih dari 1/2-

(satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam

)Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, -

ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. -----

I (12)a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak --

! mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) --

|

! suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang

| diwakilinyd. Sfssrrforr—srrermr o s s
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----

I dengan surat-suara tertutup tanpa tanda tangan -----

sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---

dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat ——-------

menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta-

| tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara. ------

) Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang ---
sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ----
ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah ---------
diberitahu secara lisan dan semua anggota Dewan —-------—
Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang ---
diajukan secara tertulis dengan menandatangani —--------
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan ---
cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan ---
Komisaris., ———=—=—reemmmm e e e e e e
)Dalam setiap rapat Dewan Komisaris dibuat Risalah -----
Rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk --

pernyataan ketidaksetujuan/ dissentihg opinion anggota-




!'..i...i.-.-......-."-.-l....-.....l-..---IIII.-IIII-----r

nﬁlﬁDcwun Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan,
——————————————————— DEWAN PENGAWAS SYARIAH -————-—====-===-
—————————————————————————— Pasal 21 -——=--—=—r——=—-——mmos—o
(1) a. Unit Usaha Syariah merupakan unit usaha keria seom- -
perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha ===s=m s
berdasarkan prinsip-prinsip syariah. ----=-7=======-

b. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha =woom=mnTTs

berdasarkan prinsip syariah, Perseroan wajib: mmssmes
mempunyai Dewan Pengawas Syariah pada unit usaha ---
syariah Perseroan. —--=---------Tooooooooommmmmamnos

c. Anggota Dewan Pengawas Syariah terdiri atas ---—----

sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan paling wue——=—=
banyak 3 (tiga) orang, seorang di antaranya sebagai-

ketua. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh-

RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia sesuai dengan peraturan —----=777777
perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak ------
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota ——-

Dewan Pengawas Syariah sewaktu-waktu sesual dengan -

peraturan perundang-undangan,—=----"<"-"-TTTT T T T T T T
(2) Anggota Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi -----—--—"1
persyaratan sebagai berikut : -—=--=---oToTTTTTmTEITI

a. Integritas, yang paling kurang mencakup i w=oncsEns |

1. memiliki akhlak dan moral yang baik 5 =ssss=smrT

r 2. memiliki komitmen untuk memenuhi ketentuan -—=-77
perbankan syariah dan ketentuan peraturan —----7]
perundang-undangan lain ; =~—————==-———-=——==-—-"~ d

3. memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankal

syariah yang sehat dan tangguh (sustainable); dal

4. tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dany === =




Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) sebagaimana diatur
dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan ------

kepatutan (fit and proper test) yang ditetapkan -

oleh Otoritas Jasa Keuangan. —---—-=--=——mm———o——
lb. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan-
| 1 dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan -----
pengetahuan di bidang perbanfan dan/atau keuangan --
sSecars M 3 dan ssrrssrs e s s s s e e e e e
c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup : ---
1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet ; dan --
2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi -----
pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau ---
anggota Direksi suatu Perserocan dan/atau anggota
pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan ------
| bersalah menyebabkan suatu Perseroan dan/atau ---
r

=

badan usaha dinyatakan pailit, dalam waktu 5 —----

(lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.--------
(3) Dewan Pengawas Syariah paling sedikit mempunyai tugas -
dan wewenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada
Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional -
Unit Usaha Syariah dan sebagai wakil Unit Usaha -------
Syariah pada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama -----
Indoneginy; === s s R S R S e,
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas ---—

Syariah; :meliputi antara lain : s==-rerromsnsosssmsssesns

a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah ---

dalam pedoman operasional dan produk yang -—---—------

dikeluarkan U8 ¢ —mrrmmsmrorm e e S R R S SR

b. Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak-

} awal sampail dengan dikeluarkannya produk tersebut ;-




pelaksanaan tugasnya ; ——----T-TToTTTTToTTTTOmTIIE 1
lg. menyampaikan hasil pengawasan syaridh m—mmesar === 4
sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada ---A

(4)

(5)

1(6)

(7)

‘f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek ----

c. Memberikan opini syariah terhadap pradiik: pany =e=s==
\ dan/ atau pembiayaan yang direstrukturisasi ; —-=-—-=- -
d. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk --
l produk baru UUS yang belum Hda fatwdnya § =Srmommons
e. Melakukan review secaralberkala atas pemenuhan -----
prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana

dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Perseroan ;

syariah dari satuan kerja UUS dalam: rangka =—====Z55

Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Syariah -——————==="1

Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Jasa -

KeUatigan, Sessssssmnermomeonmmtadar e s ]
Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat untuk jangka -1
waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
masa jabatan kedua kalinya, setelah memperhatikan —--—--
peraturan perundang-undangan dan ketentuan, Dewan —---
Syariah Nasional-Majelis Ulama Tridonesias~=r—-smr=menss
Calon anggota Dewan Pengawas Syariah wajib menmperoleh
persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum diangkat da
menduduki jabatannya.-----—---------ooossmssommm T T T ETT
Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas Syariah —------
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini dilakukan
setelah mendapat rekomendasi Dewan Sydrigh ~z=m—===="9
Nasional - Majelis Ulama Indonesia.---==--==—==""=="77
Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota ---
Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh RUPS dengan dar

kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan -7




[

(4)

(5)

(6)

KOoMmlSarlg, == e s i i s i i L e i e B i S
———— RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUN S
—————————————————————— Pasal 29 sesscsssssoosans o
Direksl wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja --
B B e s e e e e e i e e U B S e
Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.------—----—-
Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)Pasal-
ini wajib disampaikan oleh Direksi paling lambat akhir-
bulan Oktober dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta-
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat
pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Kerja -
dimulai. mrssr s ar e e s s e e e e
Tahun buku Perserocan berjalan dari tanggal 1 (satu) ---
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ----
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku --
Persercan ditubip, S suormsi e e snainm sl ss e s s e
Laporan tahunan tersebut sudah harus tersedia di kantor
pusat Perserocan paling lambat pada hari dilakukannya --
pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh ---
para pemegand: Saham, = osmmermmisi i oo o o e i e e e
Perseroan waijib mengumumkan neraca dan laporan laba ---
rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia yang -------
berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana ---
diatur dalam peraturan di bidang pasar modal tentang --
Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. —-—-----
Direksi wajib menyerahkan laporan tahunan Perseroan ---
kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk ---
diperiksa. Laporan atas hasil pemériksaan Akuntan -----

Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS




o o L o e e e e o e o B p

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan
keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris

dilakukan oleh RUBS =—=—rr—cr—r—crocmme—sossm——mr e mm——

Laba bersih Persercan dalam suatu tahun buku seperti --
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang -
telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo --
laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya ---
vanyg drtentukan olel BURS, s———s=osoosmaus aoamsds sanng
Laba bersih Persercan digunakan untuk cadangan dan ----
Dividen yang masing-masing besarannya ditetapkan dalam
keputusan RUPS Tahunan dengan memperhatikan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku.------—-——-—---—————————-

Perseroan dapat membagikan Dividen interim sebelum ----

tahun buku Perseroan berakhir, apabila jumlah kekayaan-
bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil dari pada —-
jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan-
wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, mak
berdasarkan atas keputusan Rapat Direksi setelah -----
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris diperkenankan -
untuk membagi Dividen interim, dengan ketentuan bahwa

kelak akan diperhitungkan dengan Dividen yang disetujul
oleh RUPS Tahunan berikutnya dan pembagian Dividen ---—
interim tersebut tidak boleh mengganggu atau ---------
menyebabkan Perseroan tidak.dapat memenuhi kewajibanny
kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perserocan, -~

dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan -—-------




M

(5)

(7)

perundangan vyang berlakﬁ.—————————"~~~m“-~""m~-~m————w~
Dalam hal setelah tahun buku berakhir Persercan -------
ternyata menderita kerugian, Dividen interim yang telah
dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada
L o ol T o e e e e e EEssEss e =e
Direksi dan Dewan Komisaris bertanggungjawab secara ---
tanggung renteng atas kerugian Perserocan dalam hal ----
pemegang saham tidak dapat mengembalikan Dividen ------
interim tersebut.——————-m—mmmmm e ———— -
Apabila perhitungan laba rugi dari satu tahun buku ----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan --
dana cadangan, maka kerugian itu akan dicgtat dalam ---
perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun
berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba ---
selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba --
rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tetap ------
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun —-----
terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran ---
Dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, --
RUPS mengatur tata cara pengambilan Dividen yang telah
dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut.,----------
Dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus-
sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam --
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak ------
Berserpan—s s s e s s e s e e S s e R e e e
RUPS dapat juga menetapkan penggunaan laba bersih untuk
pembaglian lain seperti tantiem untuk Direksi dan Dewan-
Komisaris, serta bonus untuk karyawan yang dikaitkan --

dengan kinerja Perseroan.-——-——-———=—————————m————— o — oo




{i3)

(4)

(5)

‘(6)

—————————————————————— Pagal 24 ==s—mosscommmmmimemmemd
Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba -
bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang —--—-- ———

ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan ----
perundang=undangan mm s T S T ST T T R T A T R R
Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku --
apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.---------
Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai-
cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh ------
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.-----
Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana -——=----
dimaksud ayat (3) Pasal ini hanya boleh dipergunakan --

untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh -------

CHATIE L e e R R R e SR e e e

Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua --
puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan -------
disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanny
digunakan untuk keperluan Perseroan.----=-----====-—-="7
Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan ------7
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, agar ---
dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara —-—7
yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan ——]
Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan ---------7
perundangan. Setiap keuntungan yang diterima dari danaf
cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi Perseroan. =7
——————————————— PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ~——=========="
—mmmmmm—mmme———————Z=== Pasal 25 ------—=-—————o—osmTT 9
Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan ——7

Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau ---77




- = = an = ——

(2)

(2)

(3)

peraturan Pasar Modal dan/atau peraturan -------—-—-——--
perundang=undangarn JEi nmE ., o m e e S
Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS dengan --
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (3)
Anggaran Dasalb Anisssssmmsmrsrmssss s ms s s n s e s s s

——————— PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN ------

Penggabungan, peleburan, p@ngamgilalihan dan pemisahan
ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana -----
tercantum dalam Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar ini.--
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, ---------
peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah -------
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan

khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar-

Pembubaran Persercan hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum -
dalam Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar ini.------------
Apabila Perserocan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS
atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan,
maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.-----—----
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi -
dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana -
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang —-----
berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di -----

bidang PasariModal. s sean s onont s snna e o s e




Untuk hal-hal yang mengenai Perserocan, para pemedgang --

saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat -------
sebagaimana dicatat dalam daftar pemegang saham dengan ----
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan di
bidang pasar modal serta ketentuan bursa efek di tempat ---

dimana saham-saham Persercan dicatatkan.---------- e —

—————————————————————————— Pagsal 29 —=m————————em—— ey
l Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam-
Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.” —-=-=———==-=-—1
| Akhirnya para penghadap masing—masing dalam kedudukanny
tersebut di atas, menerangkan bahwa : —-—-——-—===-———————=—=-—
para pemegang saham telah menyetor penuh ke dalam kas ---
Perserocan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat {2} =
Atiggaran ;Dasar Yaltl § SrrrrssRnassssnssn mem s mma s s
- sejumlah 11.934.147.982 (sebelas miliar sembilan ratu
tiga puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu -
sembilan ratus delapan puluh dua) saham Seri A, -----7
masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar ----7
Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dengan nilai -
nominal seluruhnya sebesar Rp 2.983.536.995.500,00 -
(dua triliun sembilan ratus delapan puluh tiga miliar-

lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus -----77

sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ; —=-———"7
- 3.081.350.100 (tiga miliar delapan puluh satu juta -7
-tiga ratus lima puluh ribu seratus) saham Seri B, -7

dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar -———=-—="7]

Rp 770.337.525.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh miliar’




tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh

lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : --

AL

L

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak -—-—-—---
7.676.913.648 (tujuh miliar enam ratus tujuh ---
puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu -
enam ratus empat puluh delapan) saham Seri A ---
atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya ----
sebesar Rp 1.919.228.412.000,00 (satu triliun --
sembilan ratus sembilan belas miliar dua ratus -
dua puluh delapan juta empat ratus dua belas ---
ribu rupiah) ; —=—=——————
Pemerintah Kota Batu sebanyak 38.236.741 (tiga -
puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ——-
ribu tujuh ratus empat puluh satu) saham Seri A-
atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya ----
sebesar Rp 9.559.185.250,00 (sembilan miliar ---
lima ratus lima puluh sembilan juta seratus ----
delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh ---
rupiah) | =ssscressreomenernossooToTTeomesTsEETSEEET
Pemerintah Kota Blitar sebanyak 16.987.084 (enam
belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh --
ribu delapan puluh empat) saham Seri A atau ----
dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar -
Rp 4.246.771.000,00 (empat miliar dua ratus ----
empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh --
satu ribu rupiah) ; -—----—-——
Pemerintah Kota Kediri sebanyak 14.208.273,00 --
(empat belas juta dua ratus delapan ribu dua ---
ratus tujuh puluh tiga) saham Seri A atau dengan

jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar --------




_—
{
| Rp3.552.068.250,00 (tiga miliar lima ratus lima

w
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|

puluh dua juta enam puluh delapan ribu dua raty
lima puluh rupiah) ; ---——-—--—""———"—---TT T -—-
Pemerintah Kota Madiun sebanyak 134.064.427 ---
(seratus tiga puluh empat juta enam puluh empat]
ribu empat ratus dua puluh tujuh) saham Seri A
atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya ---
% sebesar Rp 33.516.106.750,00 (tiga puluh tiga -
miliar lima ratus enam belas juta seratus enam
ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; ————--—--
Pemerintah Kota Malang sebanyak 108.635.999 ---
(seratus delapan juta enam ratus tiga puluh lim
ribu sembilan ratus sembiian puluh sembilan) -+
saham Seri A atau dengan jumlah nilai nominal -
seluruhnya sebesar Rp 27.158.999.750,00 (dua -
puluh tujuh miliar seratus lima puluh delapan -

juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan rih

tujuh ratus lima puluh rupiah) ; -———-—===-="""7
Pemerintah Kota Mojokerto sebanyak 72.091.751 -
(tujuh puluh dua juta sembilan puluh satu ribu
tujuh ratus lima puluh satu) saham Seri A atau
dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp 18.022.937.750,00 (delapan belas miliar dua
puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh
ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; -----=--
Pemerintah Kota Pasuruan sebanyak 100.075.767 -
(seratus juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus
enam puluh tujuh) saham Seri A atau dengan ---7
jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar —---—-7

Rp 25.018.941.750,00 (dua puluh lima miliar -—




delapan belas juta sembilan ratus empat puluh --

satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; ————-

9. Pemerintah Kota Probolinggo sebanyak 17.397.927-

(tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh ---—-
tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) saham
Seri A atau dengan jumlah nilai nominal --------
seluruhnya sebesar Rp 4.349.481.750,00 (empat --
miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta ----

empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus-

lima puluh rupiah) ; ---—=-==------m

10.Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 319.243.457 ---

1

(tiga ratus sembilan belas juta dua ratus empat -
puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh) ---
saham Seri A atau dengan jumlah nilai nominal ---
seluruhnya sebesar Rp 79.810.864.250,00 (tujuh --
puluh sembilan miliar delapan ratus sepuluh Jjuta
delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus —--—-

lima puluh rupiah) ; ——-=—-—=====—m—mmmmme

Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebanyak -—-—------
36.793.459 (tiga puluh enam juta tujuh ratus ----
sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh -
sembilan) saham Seri A atau dengan jumlah nilai -
nominal seluruhnya sebesar Rp 9.198.364.750,00 --
(sembilan miliar seratus sembilan puluh delapan -
juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus
lima puluh rupiah) ; —-5--—rr=r-mrrrmrrm e
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebanyak --—------—
270.036.117 (dua ratus tujuh puluh juta tiga ----
puluh enam ribu seratus tujuh belas) saham Seri A

atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya -----

- — —_




14.

15

16.

sebesar Rp 67.509.029.250,00 (enam puluh tujuh --
miliar lima ratus sembilan juta dua puluh ------_
sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ; ----
Pemerintah Kabupaten Blitar sebanyak 39.496.395 -
(tiga puluh sembilgn juta empat ratus sembilan --
puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima) -
saham Seri A atau dengan jumlah nilai nominal ---
seluruhnya sebesar Rp 9.874.098.750,00 (sembilan-
miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta -----
sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima ----
pluloh Fupigh) 7 =CossssssamrsossssssassonsmmmeT s
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebanyak ——------
300.288.632 (tiga ratus juta dua ratus delapan --
puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua) ---
saham Seri A atau dengan jumlah nilai nominal ---
seluruhnya sebesar Rp 75.072.158.000,00 (tujuh --
puluh lima miliar tujuh puluh dua juta seratus --
lima puluh delapan ribu rupiah) ; -——-———————===-
Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebanyak —-——------
87.207.357 (delapan puluh tujuh juta dua ratus --
tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh) saham ---
Seri A atau dengan jumlah nilai nominal -----—-—--7
seluruhnya sebesar Rp 21.801.839.250,00 (dua ----
puluh satu miliar delapan ratus satu juta delapan

ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima --~

puluh, fupiah) 5 cesgEEssTeTsEaneS s nm e n T ST m T
Pemerintah Kabupaten Gresik sebanyak 220.213.170-
(dua ratus dua puluh juta dua ratus tiga belas -~
ribu seratus tujuh puluh) saham Seri A atau ----7

dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar -




18.

18

Rp 55.053.292.500,00 (lima puluh lima miliar ----
lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua
ribu lima ratus rupiah) ; --=-===---c—
Pemerintah Kabupaten Jember sebanyak 111.866.875

(seratus sebelas juta delapan ratus enam puluh --
enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham -
Seri A atau dengan jumlah nominal seluruhnya ----
sebesar Rp 27.966.718.750,00 (dua puluh tujuh ---
miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh-

ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh -

Pemerintah Kabupaten Jombang sebanyak 26.792.899

(dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh -
dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) -
saham Seri A atau dengan jumlah nominal ---------
seluruhnya sebesar Rp 6.698.224.750,00 (enam ----
miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua
ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh
rupiah): | —osmere s e e e e e e
Pemerintah Kabupaten Kediri sebanyak 144.925.510-
(seratus empat puluh empat juta sembilan ratus --
dua puluh lima ribu lima ratus sepuluh) saham ---
Seri A atau dengan jumlah nilai nominal ---------
seluruhnya sebesar Rp 36.231.377.500,00 (tiga ---
puluh enam miliar dua ratus tiga puluh satu juta-
tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus ----
rupiah) § o R L e e e e
Pemerintah Kabupaten Lamongan sebanyak —--—-------—-
101.318.315 (seratus satu juta tiga ratus delapan

belas ribu tiga ratus lima belas) saham Seri A --
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22

235

24,

atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp 25.329.5&8.750,00 (dua puluh lima ----
miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta lima --
ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima -
puluh rupiah) ; -————----------TTToooooTTommTo oo
Pemerintah Kabupaten Lumajang sebanyak 67.206.045
(enam puluh tujuh juta dua ratus enam ribu empat-
puluh lima) saham Seri A atau dengan jumlah nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp 16.801.511.250,00 -
(enam belas miliar delapan ratus satu juta lima -
ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
Pemerintah Kabupaten Madiun sebanyak 32.660.478 -
(tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu -
empat ratus tujuh puluh delapan) saham Seri A ---
atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp 8.165.119.500,00 (delapan niliar —=—==
seratus enam puluh lima juta seratus sembilan ---
belas ribu lima ratus rupiah) ; ----——--—=—-—7=77-
Pemerintah Kabupaten Magetan sebanyak 19.594.792-
(sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh --
empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham-
Seri A atau dengan jumlah nilai nominal ----=---<
seluruhnya sebesar Rp 4.898.698.000,00 (empat -—-
miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta-
enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;-
Pemerintah Kabupaten Malang sebanyak 253.635.445
(dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga -
puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima) -7
saham Seri A atau dengan jumlah nilai nominal --7

seluruhnya sebesar Rp 63.408.861.250,00 (enam -7




26.

21

208

puluh tiga miliar empat ratus delapan juta —-

delapan ratus enam puluh satu ribu duaratus lima-

puluh rupiah) ; —=—=——===mmm e

Pemerintah Kabupaten Mojokerteo sebanyak ——-——-—-—--—-
78.373.801 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus -
tujuh puluh tiga ribu delapan ratus satu) saham -
Seri A atau dengan jumlah nilai nominal ---------
seluruhnya sebesar Rp 19.593.450.250,00 (sembilan
belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta-
empat ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh-
) o e Uy It R e e e
Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebanyak 77.217.854

(tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ---
ribu delapan ratus lima puluh empat) saham Seri A
atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp 19.304.463.500,00 (sembilan belas ----
miliar tiga ratus empat juta empat ratus enam ---
puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; -———--—-----
Pemerintah Kabupaten Ngawi sebanyak 215.763.995 -
(dua ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh
tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) ---
saham Seri A atau dengan jumlah nilai nominal ---
seluruhnya sebesar Rp 53.940.998.750,00 (lima —--
puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh juta
sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh-
ratus lima puluh rupiah) ; —--—----------——o-m-——
Pemerintah Kabupaten Pacitan sebanyak 53.520.271-
(lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu -
dua ratus tujuh puluh satu) saham Seri A atau ---

dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar --




258,
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32

Rp 13.380.067.750,00 (tiga belas miliar tiga ---_
ratus delapan puluh juta enam puluh tujuh ribu -_
tujuh ratus lima puluh rupiah) ; -———--—---—- ——

Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebanyak -—-—=---J

40.592.928 (empat puluh juta lima ratus sembilan
puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan)-
saham Seri A atau dengan jumlah nilai nominal ---
seluruhnya sebesar Rp 10.148.232.000,00 (sepuluh-
miliar seratus empat puluh delapan juta dua ratu
tiga puluh dua ribu rupiah) ; -—-----------————ao
Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebanyak 44.610.500
(empat puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu -
lima ratus) saham Seri A atau dengan jumlah nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp 11.152.625.000,00 -
(sebelas miliar seratus lima puluh dua juta enam-
ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; --—-————--————--
Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebanyak 23.555.596
(dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima -
ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham Seri A
atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp 5.888.899.000,00 (lima miliar delapan-
ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus --
sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ; -——-—-—-——---
Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebanyak --—-----
125.931.454 (seratus dua puluh lima juta --------
sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus -
lima puluh empat) saham Seri A atau dengan jumlab
nilai nominal seluruhnya sebesar ------—-—-—-—--—---
Rp 31.482.863.500,00 (tiga puluh satu miliar --—~

empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus~”
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133.

34.

354

36.

|

enéﬁ puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
Pemerintah Kabupaten Sampang sebanyak 101.175.235
(seratus satu juta seratus tujuh puluh lima ribu-
dua ratus tiga puluh lima) saham Seri A atau —--—-—-
dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar --
Rp 25.293.808.750,00 (duapuluh lima miliar dua --
ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ----
delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; ---
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebanyak ----—-—-----
370.155.850 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus
lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh) --
saham Seri A atau dengan jumlah nilai nominal ---
seluruhnya sebesar Rp 92.538.962.500,00 (sembilan
puluh dua miliar lima ratus tiga puluh delapan --
juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ----
ratus rupiah) | sommsssssermmse e e e e e
Pemerintah Kabupaten Situbondo sebanyak ------——-
76.374.593 (tujuh puluh enam juta tiga ratus ----
tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh-
tiga) saham Seri A atau dengan jumlah nilai -----
nominal seluruhnya sebesar Rp 19.093.648.250,00 -
(sembilan belas miliar sembilan puluh tiga juta -
enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus ---
lima puluh rupiah) ; --———---- e ===
Pemerintah Kabupaten Sumenep sebanyak 144.228.431-

(seratus empat puluh empat juta dua ratus dua ----

puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu) --

saham Seri A atau dengan jumlah nilai nominal ----

seluruhnya sebesar Rp 36.057.107.750,00 (tiga ----

puluh enam miliar lima puluh tujuh juta seratus --
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38

39,

puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua) saham

sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus ----- a0

tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; --——--2
Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebanyak ------- -
84.640.532 (delapan puluh empat juta enam ratus --
empat puluh ribu lima ratus tiga puluh dua) saham-
Seri A atau dengan jumlah nilai nominal ----—-—----
seluruhnya sebesar Rp 21.160.133.000,00 (dua -----
puluh satu miliar seratus enam puluh juta seratus

tiga puluh tiga ribu rupiah) ; -——-=---—-""""T-----
Pemerintah Kabupaten Tuban sebanyak 217.418.404 --
(dua ratus tujuh belas juta empat ratus ---—-—-——----
delapan belas ribu empat ratus empat) saham Seri A
atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya ------
sebesar Rp54.354.601.000,00 (lima puluh empat ----
miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus
g8ty ribu rupiah) ; —STTT TSRS N S e
Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebanyak —----—---
70.697.975 (tujuh puluh juta enam ratus --—--—-—-—-""
sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh ---
puluh lima) saham Seri A atau dengan jumlah nilai

nominal seluruhnya sebesar Rp 17.674.493.750,00 --
(tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh empat -
juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu ———=-=—73

tujuh ratus lima puluh rupiah) ; ——-----======""""

sehingga saham Seri A sebanyak 11.934.147.982 (sebelas -—~

miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat-

Seri A atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesal
Rp 2.983.536.995.500,00 (dua triliun sembilan ratus ----—

delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh enam juta~




T &

rupiah) ; - i
B. Masyarakat sebanyak 3.081.350.100 (tiga miliar delapan-
puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu seratus) ---
saham Seri B, dengan bernilai nominal seluruhnya -—---_
sebesar Rp 770.337.525.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh-

miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua-

puluh lima ribu rupiah). -—----ccommm—__
Selanjutnya para penghadap masing-masing dalam ----————__
kedudukannya tersebut di atas, dengan ini memberi kuasa -_-
kepada saya, notaris untuk menyampaikan pemberitahuan atas-
perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang termaktub dalam ---
akta ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, --

sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan-

yang berlaku., —--—--mmmmm .

—————————————————— Demikian akta ini --—-——=————______
Dibuat di Surabaya, pada hari dan tanggal tersebut di --
atas, dihadiri oleh saksi-saksi : —==———ccmmmmm________
1. nona DJUNITA Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada ----
tanggal 15 (lima belas) Juni 1995 (seribu sembilan ratus
sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, karyawan -
kantor notaris, bertempat tinggal di Surabaya, Ambengan-—

Batu 3/1 ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --

Induk Kependudukan : 3578105506950006 ; dan —-—-—————————n—
2. nona CINDY INEZ HOARISAN Sarjana Hukum, lahir di -------

Bau-Bau, pada tanggal 02 (dua) Januari 1998 {seribu ----

sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga Negara ---

Indonesia, karyawan kantor notaris, bertempat tinggal --

di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Kecamatan -
gg

Kadia, Kelurahan/Desa Bende, Jalan MT. Haryono, Rukun --

Warga 005, Rukun Tetangga 025, untuk saat ini berada di-




Surabaya ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -_
Induk Kependudukan : 7471084201980001. -———7——==--—- ————

| Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para -
penghadap dan para saksi tersebut, maka segera para -—----- b
penghadap, para saksi tersebut dan saya, notaris, ——--=----
menandatangani akta ini., ----———-———————-——— - ——
Dibuat dengan 1 (satu) pencoretan dan tiada penggantian,
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